
Menimbang 

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR A 1  TAHUN 2 0 1 3  

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2 0 1 4  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan 
kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jcpara tahun 2 0 1 4  
dapat tcpat waktu, tcpat mutu,  tcpat administrasi, 
tcpat sasaran dan tcpat manfaat, perlu d isusun 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Tahun 2 0 1 4 ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud huruf a perlu menctapkan Peraturan 
Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Tahun 2 0 1 4 .  

Mengingat 1 Undang Undang Nomor 1 3  T a h u n  1950 

Pembentukan Dacrah daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

tentang 

Da lam 

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1 9 9 9  tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bcbas 
dari Korupsi, Kolusi dan Ncpot ismc (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 9  Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 385 1 ) ;  

4 .  Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

' 
'  



6. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9 .  Undang Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  lentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5234) ; 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 4  Tahun 1993 
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indones i a  
Tahun 1 9 9 3  Nomor 2 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara R e p u b l i k  I n d o n e s i a  N o m o r  3 5 2 0 ) ,  
Scbagaimana telah bcberapa kali d i u b a h  
tera k h ir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 53 
T a h u n  2 0 1 2  tentang Perubahan kedelapan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 4  Tahun 1 9 9 3  
tentang Penyelenggaraan Program J a m i n a n  S o s i a l  
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 2  Nomor 106,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 3 1 2 ) ;  

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ) ;  

'  



12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219 ) ;  

16 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

1 7. Instruksi Presiden 
Aksi Pencegahan 
Tahun 2013 ;  

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
dan Pemberantasan Korupsi 

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 
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Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Dacrah (Berita Negara 
Indonesia tahun 2 0 1 0  Nom or 5 1 7 ) ;  

Rencana 
Republik 

22.  Peraturan Menteri Kuangan Republik Nomor 
25/PMK.05/2012  Tentang Pelaksanaan Sisa 
Pekcrjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang 
Bcbankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(D IPA) Tahun Anggaran Berikutnya; 

23.  Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 1 0  
Tahun 2006 Tentang Pokok pokok Pengelolaan 
Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara tahun 2006 Nomor I O ,  Tambahan Lenbaran 
Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 3) scbagaimana 
d i u b a h  dengan Peraturan Dacrah Nomor 1 1  Tahun 
2 0 1 3  tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah 
Nomor I O  Tahun 2006 tentang Pokok -pokok 
Pengelolaan Keuangan Dacrah( Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2 0 1 3  Nomor 1 1  
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara 
Nomor 1 0 ) ;  

24. Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 1 l  
Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan 
Barang Mi l ik  Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Jcpara Tahun 2006 Nomor 1 I ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 4) 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Kecamatan dan Kclurahan Kabupaten 
Jepara (Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomor 1 3 ,  Tambahan Lembaran Dacrah 
Kabupaten Jcpara Nomor I 1 ) ;  

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 16 
Tahun 2 0 1 0  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sckrctariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2 0 1 0  
Nomor 1 6 ,  Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten 
Jcpara Nomor 16 ) ;  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 1 7  
Tahun 2 0 1 0  tcntang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Dacrah Kabupaten Jcpara (Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Jepara Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 7 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Dacrah Nomor 7 Tahun 2 0 1 3  tentang Perubahan 
atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2 0 1 3  
Nomor 7,Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten 
Jepara Nomor 6); 



28. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 1 8  
Tahun 2 0 1 0  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2 0 1 0  
Nomor 1 8 ,  Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten 
Jcpara Nomor 18 ) ;  

20 1  1  Nomor 1 7 ,  
Kabupaten Jepara Dacrah 

Tahun Jcpara 
Lembaran 

29.Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 1 7  
Tahun 2 0 1 1  Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Dacrah (Lembaran 
Dacrah 
Kabupaten 
Tambahan 
Nomor 15 ) ;  

30. Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 18  
tahun 2 0 1 1  Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Tcrpadu (Lembaran Dacrah Kabupaten Jcpara 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 8 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 ) ;  

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 9  
tahun 2 0 1 1  tcntang Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jcpara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jcpara Tahun 20 1  1  
Nomor 1 9 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 17) ;  

32 .  Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor I 
tahun 2 0 1 2  tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Dacrah (RPJMD) Kabupaten Jepara 
tahun 2 0 1 2 - 2 0 1 7 ;  

33.Pcraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 2  Tentang 
Organisasi dan Tata Kcrja Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten 
Jepara( Lembaran Dacrah Kabupaten Jcpara Tahum 
2 0 1 2  Nomor 8,Tambahan Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Jepara Nomor 7);  

34.Peraturan Darah Nomor 9 Tahun 2 0 1 2  Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Jcpara (Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara tahun 
2 0 1 2  Nomor 9,  Tambahan Lembaran Dacrah 
Nomor 8) ; 

35.Peraturan Dacrah Nomor 1 6  Tahun 2 0 1 3  Tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Dcarah Tahun 2014  
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2 0 1 3  
Nornor 16 )  

36.Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009 
Tentang Pembentukan Un i t  Layanan Pengadaan 
(ULP) Kabupaten Jcpara (Brita Dacrah Kabupaten 
Jepara Tahun 2009 Nomor 225); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 
2014 

Pasal I 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kcgiatan Pembangunan 
Tahun 2 0 1 4  merupakan pedoman tcknis terhadap 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2014 .  

Pasal 2 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2 0 1 4  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
tcrcantum dalam lampiran yang merupakanbagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i .  

Pasal 3 
Ha l-ha !  yang belum cukup diatur dalam Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 
2014 ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 4 
Scmua biaya yang timbu l  scbagai akibat ditctapkannya 
Peraturan ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dacrah Kabupaten Jcpara Tahun 2 0 1 4 .  

Pasal 5 

Peraturan Bupati i n i  mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupaten Jcpara 

Ditctapkan di Jepara 
pada tanggal 2 Desember 2013 

AHMAD MARZUQI 
Diundangkan di Jcpara 
pada tanggal 2 pesenber 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BERITADArRAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2 0 1 3  NOMOR 3 0 4  

PENELI!IAN PRODUK HUKUM 
J A E £ T A N  PARAF 

Sekretaris De.h fJ 

Asisten I 

Ket±-. E .  
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LAMPIRAN 
JEPARA 

PERATURAN BUPAT 

Nomor : A Taun 2013 

Tanggal: 2- Detember 2013 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. MAKSUD DAN TUJUAN 

Untuk menuju pengelolaan kegiatan pembangunan ke arah yang lebih 
baik, bersih, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, 
diperlukan suatu pedoman untuk pengelolaan kegiatan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2014. 

Pedoman merupakan acuan yang diharapkan akan dapat dicapai 
pelaksanaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara 
fisik maupun keuangan dan mempunyai kemanfaatan serta mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak (outcome dan benefit). 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 ini 
dilaksanakan dengan maksud dan tujuan : 
1. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan sistem 

dan prosedur penatausahaan/Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 

3. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dalam 
penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

4. Sebagai pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Tahun 2014 agar pelaksanaan kegiatan terwujud 
keterpaduan dan keserasian dalam program maupun kegiatan 
yang tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran 
dan tepat manfaat. 

5. Sebagai perwujudan pencapaian kesatuan arah, visi, misi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan pola pelaksanaan 
kegiatan di Daerah. 

Berkaitan hal tersebut di atas, sangat diperlukan perhatian dari 
Pimpinan Perangkat Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 untuk 
hal-hal sebagai berikut : 

1 .  Pedoman Pelaksanaan ini ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan 
kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Jepara. 

2 .  Program/Kegiatan yang ada harus dapat didayagunakan sebesar 
besarnya untuk meningkatkan produktifitas dan peningkatan 
kualitas pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, 
pengamanan dan perlindungan sosial yang dalam pengelolaannya 
diperlukan tindakan yang efisien dan efektif, hemat dan tidak 
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3. Meningkatkan kual itas aparatur embaga dan sistem pada masing 
masing perangkat daerah yang berkaitan crat dengan peningkatan 
profesionalisme aparatur, kcahlian dan ketrampilan yang memadai 
pada bidang tugasnya, etos kerja, dedikasi dan d is ip l in  tinggi 

4 .  Kegiatan kegiatan Pembangunan Dacrah agar diupayakan sejauh 
mungkin dapat menycrap tenaga kerja scbanyak banyaknya, baik 
di perkotaan maupun perdesaan dengan tetap memperhatikan 
ketentuan yang berlaku. 

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan s inkronisasi  antar 
Instansi dil ingkungan Pemerintah Dacrah dcngan bcrbagai pihak 
yang terkait dalam rangka pelaksanaan pembangunan di dacrah. 

6. Permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang 
tidak dapat diselesaikan olch para Pimpinan Program/Kegiatan 
agar scgera dilaporkan kcpada Bupati Jcpara Up.  Bappeda 
Kabupaten Jcpara, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara 
dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Kcuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jcpara sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

Sejalan dengan hal-hal terscbut diatas juga supaya memperhatikan 
adanya prinsip-prinsip anggaran serta dalam rangka mewujudkan 
Good Governance dalam Tahun Anggaran 2 0 1 4  harus memenuhi  azas 
azas ' 

I .  Transparansi 
danya kcpercayaan t imbal  balik antara pemerintah dan 
masyarakat mclalui penycdiaan informasi dan jaminan 
kemudahan dalam mempcroleh informasi yang akurat dan 
memadai (informasi kcbijakan publik yang menyangkut 
kcpentingan orang banyak mudah diakses dan terbuka bagi 
masyarakat) 

2 .  Paruisipasi 
Mendorong sctiap warga untuk menggunakan hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik sccara langsung 
maupun tidak langsung 

3 .  Akuntabi l itas 
Para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut 
kepentingan masyarakat luas harus memiliki akuntabil itas dan 
harus bertanggung jawab tcrhadap apa yang tclah diputuskan 

4 .  Profesionalitas 
Meningkatkan kemampuan dan 
pemerintahan agar mampu memberi 
cepat, tepat dcngan biaya terjangkau 

moral 
pelayanan 

penyclenggara 
yang mudah, 

5. Efisiensi dan Efcktifitas 
Menjamin terselenggaranya pelayanan kcpada masyarakat dengan 
menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 
bertanggung jawab 

B3 AZAS U M U M  PENATAUSAHAAN PELAK SAN AAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

I .  APB3D adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Dacrah yang ditetapkan dengan Peraturan acrah dilaksanakan 
dengan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai 
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2.  Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka 
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelola dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan 
melalui rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT. 
Bank Jateng Cabang Jepara. 

3. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
Pendapatan sedangkan Belanja yang dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi untuk 
setiap pengeluaran Belanja. 

4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 
kepastian anggaran dan dilarang melaksanakan kegiatan yang 
belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

5. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 
Penerimaan / Pengeluaran dan Orang atau Sadan yang menerima 
atau menguasai uang /barang / kekayaan Daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

6. Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 
penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab terhadap 
kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 
bukti dimaksud. 

7. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah mengesahkan dan mengatur dana yang 
diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. 

8. Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara 
Umum Daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna 
anggaran. 

9. Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah 
untuk memperoleh pembayaran. 

10. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa 
Bendahara Umum Daerah. 

C. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

1 .  Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan Belanja dan 
Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh Pengguna Anggaran /Pengguna Ba.rang dan rencana 
penarikan Dana untuk , pengeluaran yang dibutuhkan serta 
pendapatan yang telah direncanakan pencapaiannya. 

f 
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2. Mekanisme Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan 
Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut: 

a). Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ditetapkan masing-masing Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan 
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah 
sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 

b). Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam huruf a 
diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut: 

2). Ketua 

5). Anggota 

4). Sekretaris 

3). Wakil Ketua 

1). Penanggungjawab 1. Bupati Jepara 
2. Wakil Bupati Jepara 

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jepara 
Asisten Administrasi Sekda 
Kabupaten Jepara 
Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jepara 

1 .  Asisten Pemerintahan Sekda 
Kabupaten Jepara 

2. Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekda 
Kabupaten Jepara 

3. Kepala Bappeda Kabupaten 
Jepara 

4. Kepala Bagian Pembangunan 
Setda Kabupaten Jepara 

5. Kepala Bagian Hukum Setda 
Jepara 

c). TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b) ditetapkan oleh 
Bupati 

d). Verifikasi atas Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Saluan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 
15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

e) . Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah mengesahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

f).  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang sudah disahkan disampaikan selambat 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada : 

1 ) .  Inspektorat Kabupaten Jepara 
2 ) .  DPPKAD Kabupaten Jepara 
3. Bappeda Kabupaten Jepara 

g). Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD diwajibkan 
memberitahukan kepada Camat sesuai Wilayah kerjanya 
secara tertulis. 



h). Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan. Untuk DPA belanja dilengkapi dengan 
Gambar dan Rencana Anggaran biaya, dan untuk DPA 
Pendapatan dilengkapi dengan Rencana Pendapatan. 

i). Hal-hal yang mendasari dalam penyusunan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
adalah: 

1). Menyangkut kebijakan daerah. 
2). Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 yang 
telah disyahkan dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah. 

3). Perlu adanya penghematan-penghematan 
4). Dihindari terjadinya duplikasi pembiayaan pekerjaan 

kegiatan. 
5). Berpedoman standarisasi dan tolok ukur kinerja. 
6). Untuk kegiatan-kegiatan fisik baik kegiatan 

pembangunan maupun rehab diharuskan untuk 
dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (Tata Cara 
Pengurusan IMB dapat dikoordinasikan dengan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah terkait). 

7). Terhadap suatu kegiatan yang kemungkinan dapat 
menimbulkan dampak besar dan penting, agar terlebih 
dahulu disusun Dokumen mengenai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
Hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hid up (AMDAL) agar 
dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Terkait. 

8). Pelaksanaan Pembangunan harus tetap memperhatikan 
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja 

j) . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah ditetapkan/disahkan oleh Satuan Kerja Pengelolaan 
Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan dari 
Sekretaris Daerah. 

3. DPA LANJUTAN 

Untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggran 
2014, dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu 
menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada APBD 2015.  



BAB II  

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD 

A. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

1 .  Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, 
menyimpan, menyctorkan, menatausahakan, dan 
mcmpcrlanggungjawabkan pcncrimaan pcndapalan dalam rangka 
pclaksanaan APBD pada SKPD.  

2 .  Untuk melaksanakan tugas bendahara pencrimaan SKPD 
berwenang: 
a) .  menerima penerimaan yang bersumbcr dari pendapatan asl i  

daerah; 
b) .  mcny impan scluruh penerimaan; 
c). menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke 

rckening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja, 
kccuali wilayah kccamatan Karimunjawa paling lambat 7 hari 
kcrja; 

d ) .  m e n d a p a t k a n  b u k t i  t r a n s a k s i  a t a s  p e n d a p a t a n  y a n g  d i t e r i m a  
m e l a l u i  B a n k .  

3 .  D a l a m  h al  obyck p e n d a p a t a n  dacrah terscbar s c c a r a  g e o g r a fi s  
s c h i n g g a  wajib pajak d a n / a t a u  w a j i b  r e t r i b u s i  m e n g a l a m i  
k e s u l i t a n  dalam m e m b a y a r  k e w a j i b a n n y a ,  d a p a t  d i t u n j u k  s a t u  
a t a u  l e b i h  b e n d a h a r a  p e n e r i m a a n  p e m b a n t u  SKPD untuk 
melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD. 

B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 

1 .  Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan 
dan mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan pendapatan 
PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 

2 .  Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka l 
bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan 
bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui  Bank .  

3 .  Atas pertimbangan efisiensi dan cfektifitas, tugas dan wewenang 
bendahara penerimaan PPKD scbagaimana dimaksud pada angka 
1 dan angka 2 dapat dirangkap olech Bendahara Umum Dacrah. 

C. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD 

1 Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk 
menyimpan,  membayarkan, menatausahakan, dan 
gungjawabkan pengcluaran uang dalam rangka 
APBD pada SKPD. 

menerma, 

mcmpcnang 
pelaksanaan 

2 .  Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada angka l 
bendahara pcngeluaran SKPD berwenang: 

a) .  Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SP 
UP/GU/TU dan SPP LS; 

yang persediaan 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
2  Db 

tidak sesuai dengan ketentuan Pengguna 
peraturan; 

Menerima dan menyimpan uang pcrscd iaan ;  
Melaksanakan pembayaran dari uang 
dikclolanya ; 
Menolak perintah bayar dari 

I 

Anggaran yang 

b). 

c). 

d). 



el .  Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang 
diberikan olch PPTK; 

f).  Mengembalikan dokumen pendukung sPP LS yang diberikan 
oleh PPTK, apabila dokumen terscbut tidak memenuhi syarat 
dan/atau tidak lengkap. 

3 .  Bendahara Pengeluaran dalam mclaksanakan tugasnya dapat 
dibantu olch Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

4 .  Un tuk  mclaksanakan scbagian tugas scbagaimana dimaksud pada 
angka 3 bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang: 

a) .  Mengajukan permintaan pembayaran mcnggunakan $pp TU 
dan SPP LS; 

b). Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari 
Tambahan Uang dan/atau pclimpahan UP dari bendahara 

pengcluaran; 
c) .  Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

d i k e l o l a n y a ;  
d ) .  M e n o l a k  perintah bayar dari Kuasa Pengguna nggaran yang 

tidak sesuai dengan ketentuan pcraturan; 
e ) .  Meneliti  kelengkapan d o k u m e n  p e n d u k u n g  sPP LS yang 

diberikan olch PPTK; 
f) .  M e n g e m b a l i k a n  dokumen p endukung spp LS yang diber ikan 

oleh ppTK, apabila dokumen terscbut t idak memenuhi  syarat 

dan/atau tidak lengkap. 

D. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

l .  Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan 

dan mempertanggung jawabkan scluruh pengcluaran PPKD dalam 

rangka pelaksanaan APBD. 

2 .  Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada angka l 
bendahara pengcluaran PPKD berwenang: 

a) .  Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan $PP LS 
PPKD; 

b). Menclit i  kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD; 
c) .  Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS PPKD kepada 

pcjabat yang terkait, a p a b i l a  d o k u m e n  terscbut tidak 
m e m e n u h i  syarat d a n / a t a u  t i d a k  l e n g k a p .  

E. P E N T A U S A H A A N  K E U A N G A N  BENDAHARA U M U M  DAER 

I .  Bendahara U m u m  D a e r a h  wajib m e n y a m p a i k a n  l a p o r a n  atas 
pengelolaan u a n g  y a n g  t e r d a p a t  d a l a m  k e w e n a n g a n n y a .  

2.  Laporan s c b a g a i m a n a  dimaksud pada angka I b e r u p a :  
a ) .  L a p o r a n  Posisi Kas Harian 
b) .  Rekonsil iasi Bank 

3 .  Laporan scbagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan 
kepada Bupati sccara periodik 

4 .  Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Dacrah d ia tur  
lebih lanjut oleh Bupati 

F. BATASAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Untuk kegiatan yang berasal dari APBD penctapan Tahun 2 0 1 4  
diselesaikan maksimal tanggal 1 0  Desember 2 0 1 4  

b. Untuk kegiatan yang berasal dari APD pcrubahan Tahun 2 0 1 4  
diselesaikan maksimal tanggal 20 Desember 2 0 1 4  

j  @Fi sK>v ][ EK @ . , j  
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G. PENATAUSAHAAN LEBIH LANJUT TENTANG SKPD DAN PPKD. 

Penatausahaan SKPD dan PPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati tersendiri tentang Tata Cara. Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta 
Peraturan Bupati tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Peraturan Bupati Jepara tentang Vang Persediaan. 



BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. UMUM 

1 .  Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
kegiatan, antara lain : 

a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, oleh karena 
itu Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus berada pada 
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

b. Kegiatan-kegiatan yang telah selesai proses penyusunan dan 
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerahnya agar segera berkoordinasi dengan ULP 
untuk pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dan kegiatan 
dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan 
sehingga tidak terjadi keterlambatan. 

c. Pelaksanaan suatu kegiatan berikut pembiayaannya, tidak 
boleh menyimpang dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disahkan serta tidak 
boleh melampaui batas anggaran yang disediakan dan 
pembiayaan pengadaan yang dilaksanakan pokja-pokja 
dibebankan kepada kegiatan yang akan dilaksanakan. 

d. Dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat tercapai asas lima 
tepat, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat 
administrasi dan tepat manfaat supaya berpedoman pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

2. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari Alokasi 
Dana Desa (ADD) harus tetap mengacu kepada Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

3 . Pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang 
bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah itu 
sendiri dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan pengadaan 
barang/jasa yang bersumber dari APBN/ APED dilakukan oleh 
ULP berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan 
praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 

4. Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2 .500.000.000,- ( dua miliar 
lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan 
usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan 
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat depenuhi 
oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. 
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5. Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan didasarkan 
pada kriteria tingkat/kedalaman/kompetensi dan potensi 
kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria 
resiko dan kriteria penggunaan teknologi. 

B. ORGANISASI KEGIATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH 
DAN DILUAR SEKRETARIAT DAERAH 

a. 

1 ) .  Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh 
Badan/Dinas/Sekretaris DPRD Kab. Jepara. 

Kepala : 

1 .  Dalam rangka peningkatan efektifitas, daya guna dan hasil guna, 
organisasi kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jepara dilengkapi dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jepara. 

b. Pimpinan Program/Kegiatan 
Pimpinan Program/ Kegiatan dijabat oleh Kepala Bagian 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Kepala Bagian 
yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan 
yang berlaku. 

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Kepala Sub 
Bagian sesuai dengan Bidang Tugasnya. 

2 . Organisasi kegiatan di luar Lingkungan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 

Organisasi Kegiatan di Lingkungan Badan/ Dinas/ Satuan/ 
Inspektorat/ Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. 

2). Pimpinan Program/ Kegiatan 
Pimpinan Program/ Kegiatan dijabat satu tingkat 
dibawah kepala badan/ dinas/ satuan/ Inspektorat/ 
sekretaris sesuai bidang tugasnya yang tidak 
melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

3 ) .  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Pejabat 
Satu Tingkat dibawah Kepala Badan/Dinas/ Sekretaris 
sesuai dengan Bidang Tugasnya yang melaksanakan 
pengadaan barang/jasa. 
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4). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat 
Esselon IV di Lingkungan Badan/Dinas/Sekretaris 
DPRD sesuai dengan Bidang Tugasnya. 

b. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Kantor. 

1 ) .  Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Kantor. 

2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Pejabat 
Satu Tingkat dibawah Kepala Kantor sesuai bidang 
tugasnya yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

3). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat 
eselon IV /Staf yang membidangi sesuai dengan Bidang 
Tugasnya. 

C. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

1. Penanggung Jawab Program/Kegiatan 

Penanggung Jawab Program/Kegiatan adalah Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap 
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya dengan tujuan agar 
pelaksanaan kegiatan yang dibidanginya dapat berjalan lancar. 

2. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan 

a. Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat 
yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanggung 
jawab program/kegiatan pembangunan agar dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan lanear. 

b. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan dijabat 
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Disamping itu 
Sekretaris Daerah karena kedudukannya maka juga sebagai 
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah. 

3 . Penanggung Jawab Umum 

a. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalah Pejabat 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 
kegiatan seeara menyeluruh di wilayah Kabupaten Jepara 
agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 

b. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan dijabat oleh 
Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara. 
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D. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN. 

1. Biaya Pengelolaan Kegiatan diberikan sesuai Standarisasi Biaya 
Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya 
Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014 serta 
telah diuji/ diteliti oleh Tim Peneliti Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

2. Honorarium kegiatan adalah penghasilan/gaji yang diberikan 
kepada pejabat/pegawai/seseorang sehubungan jabatan yang 
diembannya dalam perangkat organisasi kegiatan. 

3. Honorarium untuk Bendahara Pengeluaran diatur tersendiri 
lewat Keputusan Bupati Jepara. 

4. Dalam pemberian honorarium kepada perangkat organisasi 
kegiatan agar berpedoman hal-hal sebagai berikut: 

a. Honorarium dapat dibebankan pada kegiatan sepanjang 
dananya memungkinkan untuk dibebani. 

b. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jadwal 
pelaksanaan kegiatan. 

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dapat melaksanakan beberapa kegiatan sesuai 
bidang tugasnya. 

d. Honor sebagai Ppkom, Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, 
Pengawas Lapangan besarnya mengaju pada Standar Biaya 
dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 
2014. 

e. Kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
pada Penetapannya sudah dipilih untuk dibebani Biaya 
Pengelolaan, dapat dibebani lagi tambahan Biaya 
Pengelolaan sesuai ketentuan tersebut di atas. 

5. Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan dana 
(pencairan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, 
verifikasi dll.) diatur tersendiri dalam Buku Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dengan 
Peraturan Bupati Jepara. 

6 . Biaya penunjang pengelolaan kegiatan maksimal 6% (enam 
perseratus) yang digunakan untuk memperlancar kegiatan yang 
bersangkutan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan 
teknis kegiatan sedangkan kegiatan yang memiliki petunjuk 
teknis tersendiri disesuaikan dengan ketentuan petunjuk 
teknisnya. 
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E. ORGANISASI PENGADAAN 

1 .  Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui 
Penycdia Barang/Jasa terdiri atas : 
a .  Pengguna Anggaran 
b. Pcjabat Pembuat Komiten (PPKJ 
c ULP/Pejabat Pengadaan 

Fanrtfa/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan mela lu i  
Swakelola terdiri atas: 
a.  Pengguna Anggaran 
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK] 
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan 
d .  Panitia/Pejabat Penerima Has i l  Pekerjaan. 

3. Pengangkatan dan pemberhentian Pcjabat scbagaimana terscbut 
diatas tidak terikat tahun anggaran. 

4. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

5. Perangkat organisasi ULP ditctapkan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan. 

F. PENGGUNA ANGGARAN 

1 .  Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan scbagai 
ber ikut :  
a .  Menetapkan Rencana Umum Pengadaan. 
b. Mengumumkan sccara luas Rencana Umum Pengadaan 

paling kurang di website Kabupaten. 
c. Menetapkan PPK. 
d. Menetapkan Pejabat Pengadaan. 
e. Menctapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
f. Menetapkan:  

1 ) .  Pemcnang pada pelclangan atau penyedia pada 
penunjukan langsung untuk paket pengadaan 
barang/ pckerjaan konstruksi/jasa la innya dengan ni la i  
diatas Rp. 100.000 .000.000,00 (scratus mil iar 
rupiah);atau 

2) .  Pemenang pada selcksi atau penyedia pada penunjukan 
langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi 
dengan ni lai  diatas Rp. 10 .000.000.000,00 (sepuluh 
mi l iar  rupiah) .  

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan betanggung jawab 
terhadap pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran. 

h .  Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

i .  Menyclcsaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pcjabat 
pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

j .  Mengawasi penyimpanan dan pemel iharaan sc luruh 

dokumen pengadaan barang/jasa. 

i i . . i s @ j i i i '  
E u  n o r !  

-·· .. � :  
[  .f 

13 



J .  Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh 
dokumen pengadaan barang/jasa. 

k. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan 

2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut 
diatas dalam ha] diperlukan Pengguna Anggaran dapat : 

a. Menetapkan tim teknis;dan /atau 
b Menetapkan timjuri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan 

melalui sayembara/kontes. 

G. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

1. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

2 .  Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. memiliki integritas; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 

manajerial untuk melaksanakan tugas; 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat 
KKN; 

e. menandatangani Pakta Integritas; 
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

3 . Persyaratan tidak menjabat 
dimaksud diatas, dikecualikan 
bertindak sebagai PPK. 

sebagai PPSPM sebagaimana 
untuk Pengguna Anggaran yang 

4 . Dalam ha! tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk 
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan angka 2 huruf g tersebut 
diatas dikecualikan untuk : 
a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II dan/atau 
b. PA yang bertindak sebagai PPK. 

5. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud diatas adalah: 
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)  

dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai 
dengan tuntutan pekerjaan; 

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat 
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan 
PengadaanBarang/Jasa; dan 

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam 
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. 

6. Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a terbatas, persyaratan 
tersebut dapat diganti dengan paling kurang golongan Illa atau 
disetarakan dengan golongan Illa. 
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7. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang meliputi: 
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani 

Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/naskah kontrak: 
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan 

Barang/Jasa kepada PA/KPA; 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada 
PA/KPA setiap triwulan; dan 

1. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, 
dalam hal diperlukan, PPK dapat: 
a. mengusulkan kepada PA/KPA: 

1 ) .  perubahan paket pekerjaan; dan/atau 
2). perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. menetapkan tim pendukung; 
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 

untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan 

kepada Penyedia Barang/Jasa. 

H . PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari 

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi 
lainnya. 

3. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 diatas, anggota 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain 
Pengguna APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 
dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

4 . Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. memahami isi Kontrak; 
c. memiliki kualifikasi teknis; 
d. menandatangani Pakta Integritas; dan 
e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

5. Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud mempunyai 
tugas pokok dan kewenangan untuk : 

. '• ;· -�-,;·1,� 1-= 
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has i l  pckcrjaan Pengadaan 
ketentuan yang tcrcantum dalam 

pemeriksaan mclakukan ad .  

Barang/Jasa sesuai dengan 

Kontrak; 
b. menerima hasil  Pengadaan Barang/Jasa setclah melalui 

pemeriksaan/pengujian dan sudah dirckomendasikan 
Pengawas Lapangan; 

c. untuk pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada huruf  b  
diatas scbatas bukti fisik di lapangan sesuai dengan Kontrak; 

d .  untuk pengujian scbagaimana dimaksud pada huruf  b  diatas 
dapat dilaksanakan olch lembaga penguji yang mempunyai 
kompetensi yang ditunjuk oleh PA/PPK yang diatur didalam 
kontrak kerja bilamana diperlukan; 

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima 
Hasi l  Pekerjaan; dan 

f. membuat berita acara scbagaimana dimaksud huruf  e  dapat 
dibuat olch Penycdia Barang/Jasa atau Pengguna 

Barang/Jasa berdasarkan kescpakatan bersama. 

6. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian 
tcknis khusus,  dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu 
pclaksanaan tugas Panitia/Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

7 .  Tim/tenaga ahl i  scbagaimana dimaksud pada angka 6 
ditctapkan olch PA/KPA. 

8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan peckerjaan 
scbagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diatas, dilakukan 
setclah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang 
bersangkutan. 

9 .  Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan dan/atau personil dari 
Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) lain yang memil ik i  
kual if ikasi sesuai dengan persyaratan scbagaimana persyaratan 
dalam angka 4 terscbut diatas. 

1 0 .  Yang tidak dibenarkan menjabat dalam kcanggotaan 
Panitia/pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
a .  Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang bersangkutan. 
b. Penanggung Jawab Program Kcgiatan/Pimpinan Program 

kegiatan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Dacrah 

c. Pcjabat/Staf Inspcktorat Kabupaten Jepara. 
d. Tidak menjabat scbagai Pengelola Keuangan 

(bendahara/ Verifikator/pcjabat pcnandatangan surat 
perintah membayar). 

PENGAWAS LAPANGAN 

1 .  Penunjukan pengawas lapangan dapat bcrasal dari Pegawai 
Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) Teknis atau Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Kegiatan dan atau 
konsultan pengawas. 

2. Tugas Pengawas L a p a n g a n  

a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di  lapangan sclama 

kegiatan di laksanakan 
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scbatas 
Pimpinan 

r. 

e. 

d.  

c 

b. Mcngetahui dan menyctujui laporan mingguan yang dibuat 
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pimpinan 
Program/Kcgiatan mclalui  Pcjabat Pelaksana Teknis 
Kcgiatan tentang pelaksanaan kcgiatan di lapangan. 
Memberi tcguran kcpada pclaksana apabila dalam 
pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan/ tidak sesuai 
dengan bestck. 
Memecahkan hambatan dalam pelaksanaan 
kewenangan yang diserahkan olch 
Program/Kegiatan. 
Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan. 
Dalam pelaksanaan tugasnya pcngawas lapangan 
bertanggungjawab kcpada Pimpinan Program/cgiatan 
mclalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

3. Pengawas Lapangan yang mengawasi lebih dari I (satu) kegiatan 
supaya didckatkan lokasinya untuk meningkatkan kual itas 
pcngawasan. 

4. SKPD pelaksana kegiatan menunjuk pengawas lapangan dari 
Pegawai SKPD Teknis atau SKPD Pelaksana Kegiatan dan atau 
konsultan pengawas sepanjang dianggarkan biaya penunjang 
dalam DPA. 

5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan di kemudian hari ternyata 
hasil pckerjaan barang/jasa diketahui tidak sesuai ketentuan 
dalam kontrak dan di luar kemampuan pengawas, maka menjadi 
tanggung jawab penyedia barang/jasa. 

J.  UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), PEJABAT PENGADAAN DAN 
KELOMPOK KERJA PENGADAAN 

1 .  Umum. 

a. Organisasi Unit  Layanan Pengadaan dibentuk dengan 
Peraturan Bupati Jepara. 

b. Kepala Un i t  Layanan Pengadaan dijabat oleh Kcpala Bagian 
Pembangunan Sctda Kabupaten Jcpara. 

c. Sckretariat Unit  Layanan Pengadaan bertempat di Bagian 
Pembangunan Setda Jepara dan mempunyai tugas antara 
lain 

1 ) .  Menyediakan dan mengelola sistim informasi yang 
digunakan dalam pclaksanaan pengadaan barang/jasa; 

2) .  Mensosia l isas ikan kcbijakan dan kegiatan pengadaan 
barang/jasa; 

3) .  Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada 
masyarakat. 

1).  Memfasilitasi proses pengadaan termasuk tahapan 
pengumuman di Website dan pclaksana pckerjaan 
dengan SPSE (Sistem Pengadaan Sccara Elektronik) 

d .  Koordinator Kelompok Kerja engadaan (Pokja Pengadaan), 
scbagai berikut :  

KEPALA SKPD 
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1). Pokja-pokja pengadaan Barang dibawah koordinator 
Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

2). Pokja-pokja pengadaan Pekerjaan Konstruksi dibawah 
koordinator Kepala Sub Bagian Program Pembangunan 
pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

3) .  Pokja-pokja pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa 
Lainnya dibawah koordinator Kcpala Sub Bagian 
Pengendalian embangunan pada Bagian Pembangunan 
Setda Kabupaten Jepara. 

e. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP d i l a k u k a n  olch 
Kclompok Kerja ULP. 

f. Keanggotaan Kelompok Kerja U L P  wajib d i t e t a p k a n  u n t u k :  
1 ) .  Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya 

dengan ni lai  diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); 

2 ) .  Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

g Anggota Kclompok Kerja ULP berjumlah gasal 
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat 
ditambah sesuai dengan kompleksitas pckerjaan. 

h .  Kclompok Kerja ULP scbagaimana dimaksud, dapat dibantu 
oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjclasan tcknis. 

i .  Paket Pengadaan Barang/Peckerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bcrnilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dapat di laksanakan olch Kclompok Kerja 

ULP atau Pcjabat Pengadaan. 

J .  Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling 
Linggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapal 
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat 
Pengadaan. 

k. Pengadaan Langsung di laksanakan oleh 
Pejabat Pengadaan. 

(satu) orang 

2. Syarat dan Tugas Pokok Kcpala ULP, Pokja dan Pejabat 
Pengadaan 

a. Kepala ULP/Anggota Kclompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan memenuhi persyaratan scbagai ber iku t :  

I ) .  memil iki integritas, d is ipl in ,  dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas; 

2) .  memahami pckerjaan yang akan diadakan; 
3) .  memahami jenis pckerjaan tertentu yang menjadi tugas 

ULP/Kclompok Kerja ULP/Pcjabat Pengadaan yang 
bersangkutan; 
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4). memahami isi dokumen, metode dan prosedur 
Pengadaan; 

5). memiliki Sertifikat Kcahlian Pengadaan Barang/Jasa 
sesuai dengan kompetensi yang dipcrsyaratkan; dan 

6) .  menandatangani Pakta Integritas. 

b. Persyaratan Sertifikasi Kcahlian Pengadaan Barang/Jasa 
dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.  

c. Tugas pokok dan kcwcnangan Kclompok Kcrja ULP/Pejabat 
Pengadaan meliputi :  
1 ) .  menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
2) .  mcnclapkan Dokumen Pengadaan; 
3). menctapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
1). mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

di  website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 
Daerah/Institusi masing-masing dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 
Portal Pengadaan Nasional; 

5) .  menilai kualifikasi Penycdia Barang/Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualif ikasi ;  

6) .  melakukan evaluasi administrasi ,  tcknis dan harga 
terhadap penawaran yang masuk; 

7) .  khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 
(a). menjawab sanggahan; 
(b). menetapkan Penycdia Barang/Jasa untuk : 

( 1 )  Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk 
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling 
tinggi Rp100 .000.000.000,00 (scratus mi l iar  
rupiah); atau 

(2) Selcksi atau Penunjukan Langsung unluk 
paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 
(scpuluh miliar rupiah); 

(c) . mcnyampaikan hasil Pcmil ihan dan salinan 
Dokumen Pemil ihan Penycdia Barang/Jasa kcpada 
PPK; 

(d). menyimpan dokumen asl i  pemil ihan Penyedia 
Barang/Jasa; 

(e). membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
kepada Kcpala ULP. 

8 ) .  khusus Pcjabal Pcngadaan :  
(a) . menctapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :  

( 1 ) .  Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pckcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah); dan/atau 

(2) . Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp50.000.000,00 ( l ima puluh juta rupiah) ;  
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(b). menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PPK; 

(c) .  menycrahkan dokurncn asli pcmil ihan Penycdia 
Barang/Jasa kepada P A / K P A ;  dan 

(d) .  membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
kcpada PA/KPA. 

9 ) .  memberikan pertanggungjawaban atas pclaksanaan 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kcpada PA/KPA. 

d .  Tugas pokok dan kewenangan Kcpala ULP mcl iputi :  
1 ) .  memimpin dan rnengkoordinasikan seluruh kegiatan 

ULP; 
2) .  

3 ) .  

4) .  

5).  

6) 

7).  

menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
mcngawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di 
ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan 
dan/atau indikasi penyimpangan; 
membuat laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada 
Men Leri/ P irnp inan Lcmbaga/ Kcpala Dacrah/Pim pi nan 
Institusi; 
melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber 
Daya Manusia ULP; 
menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota 
Kelompok Kerja sesuai dengan bcban kerja 
masingmas ing Kclompok Kcrja lJ LP; dan 
mcngusulkan pcrnbcrhcnLian anggota Kclompok Kcrja 
yang ditugaskan di ULP kcpada PA/KPA/Kepala 
Dacrah, apabila terbukti mclakukan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. 

e. Selain tugas pokok dan kewenangan scbagaimana 
dimaksud, dalam hal diper lukan Kclompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kpada PPK : 
1 ) .  perubahan HPS ;  dan/atau 
2). perubahan spesifikasi tcknis pckerjaan. 

f. Kepala ULP/Anggota Kclompok Kcrja ULP/PcjabaL 
Pengadaan berasal dari Pcgawai Ncgcri , baik dari instansi 
sendiri maupun inslans i  lainnya. 

g. Dikccualikan dari ketentuan angka 2 huruf f diatas, u n t u k :  
I ) .  Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang 

memiliki ketcrbatasan pegawai yang berstatus Pegawai 
Negeri, Kcpala ULP/ anggota Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan dapat bcrasal dari pegawai 
tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang 
bukan Pcgawai Ncgcri. 

2) .  Kclompok Masyarakat Pelaksana Swakclola, Kepala 
ULP/anggota Kclompok Kerja ULP/Pcjabat Pengadaan 
dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. 
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h.  Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus 
dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat engadaan dapat menggunakan tenaga ahl 
yang berasal dari Pcgawai Negeri atau swasta. 

i .  Kepala ULP dan Anggota Kclompok Kcrja ULP dilarang 
duduk scbagai: 
1 ) .  PPK; 
2) .  Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 

(PP9PM); 
3) .  Bendahara; dan 
4 ) .  APIP, tcrkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota 

ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan 
instansinya. 

K. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 

1 .  Layanan Pengadaan Secara Elcktronik (LPSE) adalah suatu un i t  
yang mclayani proses pengadaan barang/jasa yang di laksanakan 
secara elcktronik. 

2 .  Lembaga Kcbijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP] 
mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
sccara elektronik (e-procurement) secara bertahap di lingkungan 
instansi pemerintah. Untuk Kabupaten Jcpara telah terbentuk 
Un i t  Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sccara Elektromik sesuai 
dengan Peraturan Bupati Jcpara Nomor 8 Tahun 2 0 1 1  tanggal 
25 Pcbruari 20 l 1 .  

3. Layanan Pengadaan Sccara Elektronik Kabupaten Jcpara 
bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Jepara JIJend.Hugeng Imam Sant0so No .  1  Telp 
(0291 )  591237 N g a b u l  d e n g a n  a l a m a t  w c b s i t e  
w w w . l p s e . j c p a r a k a b . g o . i d  

4 .  P e n g a d a a n  B a r a n g / J a s a  P e m e r i n t a h  S c c a r a  E l e k t r o n i k  b e r t u j u a n  
u n t u k :  
a .  M e n i n g k a t k a n  t r a n s p a r a n s i  dan a k u n t a b i l i t a s  
b .  M e n i n g k a t k a n  a k s e s  p a s a r  dan p e r s a i n g a n  u s a h a  yang s c h a t  
c. M e m p e r b a i k i  tingkat e fi s i e n s i  p r o s e s  p e n g a d a a n  
d .  m e ndukung proses monitoring dan audit  
e. Memenuhi kcbutuhan akses informasi yang real time. 

5. Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi 
a. Administrator sistem clcktronik; 
b .  Unit registrasi dan verifikasi pengguna; clan 
c. Unit layanan pengguna 

6. Susunan Organisasi dan tugas 
a .  Pengarah 

1 ) .  Membina dan 
2).  Memberikan 

Un i t  LPSE a d a l a h  

mengarahkan program kcrja 
arah kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan 
3) .  M e m a n t a u  dan mengevaluasi kegiatan 
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b. Kcpala 
Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE 

c. Sckrctariat 
Melaksanakan koordinasi, unsur pelaksana mempunya, 
tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa scara 
elektronik (electronic procurement) 

d.  Bidang Administrasi Sistem Elcktronik 
Melaksanakan pengclolaan system pengadaan secara 
clcktronik 

c. B3idang Registrasi dan Verifikasi 
Melaksanakan pengclolaan registrasi dan verifikasi 
pengguna LPSE 

f. Bidang Layanan Pengguna 
Mcmbcrikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan 

barang/jasa 
g. Bidang Pelatihan dan Sosial isasi 

Memberikan pclatihan bagi pengguna Un i t  LPSE 

7. Paket Pekerjaan yang harus dilaksanakan sccara e Procurement. 

Pelaksanaan paket pekerjaan sccara e Procurement dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

L. PENGESAHAN GAMBAR PERENCANAAN. 

1 Dalam nomenklatur pengesahan gambar rencana maka 
gambar perencanaan kcgiatan (termasuk kegiatan 
dikerjakan olch Kon sultan Perencana) 
diket.ahui/mcngclahui olch Instansi Teknis. 

scmua 
yang 

harus 

2. Instansi Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jcpara Nomor 17  Tahun 2 0 1 0  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Dacrah Kabupaten Jcpara (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Jcpara Tahun 2 0 1 0  Nomor 17, Tambahan Satuan Kerja 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 7 ) .  

3. Pembagian pengesahan gambar perencanaan diatur sebagai 
b e r i k u t :  
a .  Sekretaris Dacrah Kabupaten Jepara dengan ni la i  

konstruksi diatas Rp. 1 .000.000.000, (satu milyar rupiah). 
b. Assisten Perckonomian dan Pembangunan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Jcpara dengan nilai konstruksi 
Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 1 .000.000.000,-  (satu milyar rupiah). 

c. Kepala Bagian Pembangunan Sekrctariat Dacrah Kabupaten 
Jepara dengan ni la i  konstruksi sampai dengan 
Rp . 100 .000 .000, (seratus juta rupiah) .  

M .  PROGRAM JAMSOSTEK SEKTOR JASA KONSTRUKSI 

1 .  Tujuan program jaminan sosial tenaga kerja adalah mcmbcrikan 
pcrlindungan tenaga kerja atas terjadinya resiko kecclakaan 
kcrja dan meninggal dun ia .  Dengan ruang l ingkup : 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)J 
Jaminan Kematian (JKM) 
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2. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban menjamm keamanan atas 
rcsiko kecclakaan kcrja pada masa kontrak. 

3. Mckanisme perlindungan terhadap tenaga kerja untuk pekerjaan 
fisik melalui  Program Jamsostck harus dilakukan oleh Pimpinan 
Perusahaan/dircktur pada saat Penandatanganan Kontrak, 
dengan melampirkan bukti penjaminan asuransi Lcnaga kcrja. 

4.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-196/MEN/1999 
Tentang Penyclenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Bagi Tenaga Kcrja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu pada Scktor Jasa Konstruksi. 

5. Berdasarkan pasal 2 KEP 1 9 6 / M E N / 1 9 9 9  mempcrkerjakan 
tcnaga kcrja harian lcpas,  borongan dan perjanjian kerja waktu 
tertcntu kurang d a r i  3  (tiga) bulan sccara berturut -turut wajib 
mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program J a m i n a n  
Kecelakaan Kerja d a n  J a m i n a n  Kematian kepada badan 
penyelenggara 

6. D a n  Berdasarkan pasal 3 K E P  1 9 6 / M E N / 1 9 9 9  dalam h a l  
Penycdia Jasa mempckerjakan tenaga kerja harian lepas untuk 
mclakukan pckcrjaan secara Lerus menerus selama 3 (tiga) bulan 
berturut -turut atau lcbih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 
20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya 
dalam Program Jaminan Kecelakaan Kcrja, Jaminan 
Kematian,Jaminan Hari Tua dan Jamin Pemeliharaan Keschatan. 

7. Jangka waktu perlindungan 
terdaftar scbagai pescrta 
pemcliharaan kcgia tan .  

diberikan kcpada tenaga kerja scjak 
Jamsostck sampai dengan masa 

8. Pelaksanaan Program JAMSOSTEK merupakan tanggung jawab 
bersama 

Pemerintah Kabupaten Jcpara sclaku regulator 
pT. Jamsostck (Persero) scbagai badan penyclenggara 

9. Perlu peran aktif masing-masing pihak/saling kontrol schingga 
seluruh kegiatan Jasa Konstruksi dapat terlindungi dalam 
JAMSOSTEK. 

1 0 .  Perlu ditckankan bahwa pelaksanaan Kegiatan Jasa Kontruksi di 
Jcpara terdaftar scbagai peserta di Jamsostck Cabang Kudus 

1 1 .  Penycdia Barang/Jasa pemenang Lclang wajib 
Terdaftar sebagai peserta jamsostek bidang Pengadaan Jasa 
Konstruksi 
Melaporkan Perusahaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Jcpara sesuai dengan Undang 
undang Nomor 781  Tahun 1 9 8 1  Tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan 

1 2 .  Perhitungan iuran dalam Jamsostck 
a. Pekerjaan konstruksi s/d Rp. 100 juta 0,24 % x NKKK 
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b. Pekerjaan konstruksi Rp. l 00 juta s/d Rp. 500 juta scbesar 
penetapan iuran huruf a ditambah 0 , 1 9  %  dari sclisih nilai, 

yakni dari NKKK dikurangi Rp. 100 juta 
c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 M 

scbesar penctapan iuran huruf b ditambah 0 , 1 5  %  dari 
scl isih ni lai  yakni dari NKKK dikurangi Rp. 500 juta 

d. Pekcrjaan konstruksi diatas Rp .  l  M s/  d Rp. 5 M sebesar 
penctapan iuran h u r u f  c  d i t a m b a h  0 , 1 2  %  dari sclisih nilai 
y a k n i  d a r i  N K K K  d i k u r a n g i  Rp. 1 M 

e. Pekcrjaan diatas Rp. 5 M scbesar p e n c t a p a n  i u r a n  h u r u f  d  
d i t a m b a h  0 , 1 0 %  d a r i  s c l i s i h  n i l a i  y a k n i  d a r i  N K K K  d i k u r a n g i  
R p . 5  M  

f. Dasar p e r h i t u n g a n  iuran a d a l a h  n i l a i  k o n t r a k  setelah 
d i k u r a n g i  PPN 

N .  P E N G A D AA N  B A RA N G  D A N  JASA 

I .  U m u m  

a. R u a ng lingkup Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2 0 1 2  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2 0 1 0  tcntang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
adalah mcliputi: 

1 ) .  Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik 
scbagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. 

2) .  Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan 
Badan Hukum Mi l ik  Negara dan Badan Usaha Mil ik 
Negara/Badan Usaha M i l ik  Dacrah yang 
pembiayaannya scbagian atau scluruhnya dibcbankan 
pada APBN/APBD. 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari 
APB3N/APBD scbagaimana dimaksud diatas, mencakup 
Pengadaan Barang/Jasa yang scbagian atau seluruh 
dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negcri 
yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Dacrah. 

c. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik 
scbagian atau seluruhnya berasal dari P injaman/Hibah Luar 
Negeri ( P H L N )  berpedoman pada ketentuan Peraturan 
residen terscbut. 

d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan m e l a l u i :  
1 ) .  Swakelola; dan/atau 
2 ) .  Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mcl iput i :  
I ) .  Barang; 
2) .  Pekerjaan Konstruksi; 
3) .  Jasa Konsultansi; dan 
4). Jasa Lainnya. 
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2.  Prinsip-prinsip Pengadaan. 

Pengadaan Ba rang/ ,Jasa mencrapkan prinsip-prinsip scbagai 
ber ikut :  
a .  Efisien 
b. Efcktif 
c. Transparan 
d. Terbuka 
e. Bersaing 
f. Adil/tdak diskriminatif dan 
g. Akuntabel 

3 .  Etka Pengadaan. 
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pegadaan 
Barang/Jasa harus mematuhi etika scbagai berikut : 
a. Melaksanakan tugas sccara tertib,discrtai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran,kelancaran dan ketcpatan 
tcrcapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Bckerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang 
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Ba rang/Jasa. 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak schat. 

d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala kcputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kescpakatan tertulis para 
pihak. 

e. Menghindari dan menccgah tcrjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik sccara langsung 
maupun tidak lansung dalam proses Pengadaan 
Barang/Jasa. 

f. Mcngh indari dan menccgah tcrjadinya pemborosan dan 
kcbocoran kcuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

g. Mcnghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
clan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau ticlak 
langsung merugikan negara. 

h .  Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau mencrima hadiah,  imbalan, komisi ,  
rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

4 .  Rcncana Umum Pengadaan (RUP) .  

a .  Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai dengan kcbutuhan masing masing. 

b. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana 
dimaksud diatas mcl iput i :  
1 ) .  kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang 

akan dibiayai oleh Pemerintah sendiri; dan/atau 
2) .  kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang 

akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar Pemerintah 
secara pcmbiayaan bersama (co financing), sepanjang 

dipcrlukan .  



c. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan 
kegiatan scbagai berikut: 
1 ) .  mengindentfikasi kebutuhan Barang/Jasa yang 

diperlukan; 
2) .  d. ·t.  k menyusun an m e n e a p  an rencana penganggaran 

untuk Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana dimaksud; 
3) .  menetapkan kcbijakan umum tentang: 

a). pemakctan pckerjaan; 
b). cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 
c) .  pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 
d) .  penctapan penggunaan produk dalam negeri. 

4) .  menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

d .  KAK sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat: 
1 ) .  ura ian kcgiatan yang akan dilaksanakan; 
2) .  waktu pclaksanaan yang diperlukan; 
3) .  spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; 

dan 
4 ) .  bcsarnya total perkiraan biaya pckcrjaan. 

c. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus disclesaikan pada 
Tahun Anggaran yang berjalan. 

f. SKPD/Intansi Pengguna Jasa menyediakan biaya 
pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang 
dibiayai dari APBN/APBD, yang mcliputi :  
1 ) .  honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa 

termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyck; 
2) .  biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk 

biaya pengumuman ulang; 
3) .  biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 

dan 
4). biaya lainnya yang diperlukan. 

g. SKPD/Instansi Pengguna Jasa 
pendukung untuk pelaksanaan 
Barang/Jasa yang pengadaannya 
Tahun Anggaran berikutnya. 

mcnyediakan biaya 
pemil ihan Penyedia 

akan di lakukan pada 

h. SKPD/Instansi Pengguna Jasa dapat mengusulkan besaran 
standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi 
pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam 
penctapan standar biaya oleh Menteri Kcuangan/Kcpala 
Daerah. 

i .  PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
secara terbuka kepada masyarakat luas, sctclah APBD yang 
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan 

DPRD. 

v 
26 I 



j .  PA scbagaimana dimaksud mengumumkan kembali Rencana 
Umum Pengadaan, apabila terdapat 

perubahan/penambahan DIPA/DPA. 

k. Pcngumuman scbagaimana dimaksud paling kurang bcrisi: 
1 ) .  nama dan a l a m a t  Pengguna Anggaran; 
2). pakcl pckcrjaan yang akan dilaksanakan; 
3). lokasi pckerjaan; dan 

4). perkiraan besaran biaya. 

I. Pengumuman sebagaimana dimaksud, di lakukan dalam 
website Kementerian/Lembaga/Pemcrintah Dacrah/Inst itusi  
masing-mas i n g ,  p a p a n  p e n g u m u m a n  resmi u n t u k  
m a s y a r a k a t ,  d a n  Portal Pengadaan N a s i o n a l  m e l a l u i  LPSE. 

5 .  Pemaketan Pekerjaan. 

a .  PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana 
U m u m  Pengadaan Barang/Jasa kcgiatan dan anggaran. 

b. Pemaketan d i l a k u k a n  d e n g a n  menctapkan scbanyak 
banyaknya paket u s a h a  u n t u k  U s a h a  M i k r o  d a n  U s a ha  Kecil 
serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip cfisiensi ,  
persaingan schat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan 
tcknis. 

c. Dalam melakukan pemakctan Barang/,Jasa, PA di larang :  
I ) .  menyatukan atau memusatkan bcberapa kegiatan yang 

terscbar di  bcberapa lokasi/daerah yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat cfisiensinya scharusnya 
dilakukan di bcbcrapa lokasi/daerah masing masing; 

2) .  menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut 
sifat dan jenis pckerjaannya bisa dipisahkan dan/atau 
besaran nilainya scharusnya dilakukan oleh Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kccil; 

3) .  memccah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa 
paket dengan maksud menghindari pelclangan; 

dan/atau 
4). mencentukan kriteria, persyaratan atau 

pengadaan yang diskriminatif dan/atau 
pertimbangan yang tidak obyektif. 

proscdur 
dengan 

d .  Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: 
I ) .  PPK mengusulkan perubahan paket pckerjaan kepada 

PA /KPA untuk ditctapkan; atau 
2) .  ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket 

pckcrjaan melalui PPK untuk ditctapkan olch PA/KPA. 

6. Persiapan Pengadaan. 

a .  Persiapan pemilihan Penycdia Barang/Jasa terdiri atas 
kegiatan: 
a .  perencanaan pemil ihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. pemilihan sistem pengadaan; 
c. penetapan metode penilaian kualifikasi; 
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d.  penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 
f. penetapan HPS. 

b. Proses persiapan pemi l ihan 
di lakukan setclah Rencana Umum 

Penycdia Barang/Jasa 
Pengadaan ditctapkan. 

c. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas 
kegiatan: 
a. pengkajian ulang paket pckerjaan; dan 
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. 

d .  Perencanaan pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa scbagaimana 
dimaksud, dapat dilakukan olch: 
1 ) .  PPK; dan/atau 
2) .  ULP/Pejabat Pengadaan. 

e. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan 
dengan: 
1 ) .  menyesuaikan dcngan kondisi nyata di lokasi/lapangan 

pada saat akan melaksanakan pemil ihan Penycdia 
Barang/Jasa; 

2) .  mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 
3). mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa 

serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan 
4) .  memperhatikan ketentuan tentang pemaketan. 

7 .  Metode Pemilihan Penycdia Barang/Pekcrjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya 

a. Umum. 
I ) .  Kclompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 

menetapkan metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

2) .  Pcm i l ihan Penycdia Barang dilakukan dcngan :  
a. Pelelangan Umum;  
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pelelangan Sederhana; 
d .  Penunjukan Langsung; 
c. Pengadaan Langsung; atau 
f. Kontes. 

3) .  Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan 
dcngan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d .  Pcnunjukan Langsung ; atau 
e. Pengadaan Langsung. 

1) .  Pemilihan Penycdia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a .  Pelelangan Umum;  
b. Pelelangan Sederhana; 
c. Penunjukan Langsung; 
d .  Pengadaan Langsung; atau 
e. Sayembara. 

0 



5). Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil 
Industri Krcatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. 

b. Pemil ihan Mctode Pengadaan. 

1 ) .  Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas. 

a). Pemilihan Penyedia 
Konstruksi/Jasa Lainnya 
di lakukan melalui metode 

Barang/Pekerjaan 
pada prinsipnya 
Pelelangan Umum 

dengan pascakualifikasi . 
b). Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi yang bersifat komplcks dan diyakini 
jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia 
Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan 
dengan Pelelangan Terbatas. 

c) .  Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode 
Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di 
website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 
Daerah/Institusi ,  papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional 
mclalui LPSE, schingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang berminat dan memenuhi kualfikasi 
dapat mengikutinya. 

d) .  Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi tcknis 
dan harga. 

2) .  Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung. 

a). 

b).  

c). 

d) .  

Pengadaan pckerjaan yang tidak komplcks dan 
bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah) dapat dilakukan dengan: 
( 1 ) .  Pelclangan Sederhana untuk 

Barang/Jasa Lainnya; atau 
(2 ) .  Pemilihan Langsung untuk 

Pekerjaan Konstruksi. 
Pelclangan Sederhana atau Pemil ihan Langsung 
di lakukan melalui proses pascakualifikasi .  
Pelclangan Sederhana atau Pemil ihan 
diumumkan sckurang kurangnya di 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Dacrah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal engadaan Nasional 
melalui LPSE, schingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi 
dapat mengikutinya. 
Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemil ihan 
Langsung tidak ada negosiasi tcknis dan harga. 

Pengadaan 

Pengadaan 

Langsung 

website 

3).  Penunjukan Langsung. 



khusus/Pekerjaam 
Jasa Lainnya yang 

kcadaan tertentu; dan/atau 
pengadaan Barang 
Konstruksi khusus/ 
bersifat khusus. 

a). Pcnunjukan Langsung terhadap l (satu) Penyedia 
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat 
di lakukan dalam hal :  
a.  

b. 

b). 

c). 

Penunjukan Langsung di lakukan dengan 
mengundang I (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang d in i la i  mampu 
melaksanakan pckerjaan dan/atau memenuhi 
kualifikasi .  
Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi 
baik Lcknis maupun harga schingga diperoleh 
harga yang sesuai dengan harga pasar yang 
bcrlaku dan secara Leknis dapal 
dipertanggungjawabkan. 

dan/atau 
dan/atau 

pencegahan 

alam 

penanganan darurat yang t.idak bisa 
direncanakan scbelumnya dan waktu 
penyelesaian pekerjaannya harus scgera/tidak 
dapat ditunda untuk: 
(a). pertahanan negara; 
(b). keamanan dan ketertiban masyarakat; 
(c). keselamatan/perlindungan masyarakat 

yang pclaksanaan pckcrjaannya tidak 
dapat ditunda/harus dilakukan segera, 
termasuk; 
( ( I ) ) .  akibat bencana alam 

bencana non 
bencana sosial; 

( (2) ) .  dalam rangka 
bencana;dan/atau 

((3)) . akibat kerusakan sarana/prasarana 
yang dapat menghentikan kegiatan 
pclayanan publ ik .  

Kriteria kcadaan tertentu yang memungkinkan 
dilakukan Penunjukan Langsung terhadap 
Penycdia Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a, mcliputi :  

(  I  ) 

d).  

penyrapan 
u n t u k  

penyelenggaraan 
mendadak 

pckerjaan 
konferensi yang 
menindaklanjuti komitmen internasional dan 
dihadiri oleh Prcsidcn/Wakil Presiden; 
kegiatan mcnyangkut pertahanan negara yang 
ditctapkan olch Menteri  Pertahanan sorta 
kcgiatan yang menyangkut kcamanan dan 
ketertiban masyarakat yang ditctapkan olch 
Kcpala Kcpolisian Negara Republik Indonesia; 
kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan 
intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai 
dengan tugas yang ditctapkan dalam 
peraturanperundang-undangan; atau 

(4). 

(2). 

(3). 



(5) .  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan 
olch 1 (satu) Penycdia Barang/Jasa Lainnya 
karena I (satu) pabrikan, I (satu) pemegang 
hak paten, atau pihak yang telah mendapat 
izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang 
mcnjadi pemenang pelclangan untuk 
mendapatkan iz in dari p e m e r i n t a h .  

yang 
olch 

rapat 
d i a k s e s  

8). 

7) .  

5). 

4). 

6) 

e ) .  Kriteria Barang khusus/Pckerjaan Konstruksi 
k h u s u s / J a s a  Lainnya yang bersifat k h u s u s  yang 
m e m u n g k i n k a n  d i l a k u k a n  P e n u n j u k a n  Langsung 
scbagaimana d i m a k s u d  pada ayat ( 1 )  huruf b, 
m e l i p u t i :  
1 ) .  Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi 

yang ditctapkan p e m e r i n t a h ;  
2 ) .  Pekcrjaan Konstruksi bangunan yang 

merupakan satu kesatuan sistem konstruksi 
dan satu kesatuan tanggung jawab alas r isiko 
kegagalan bangunan yang sccara keseluruhan 
tidak dapat direncanakan/diperhitungkan 
sebc lumnya  (unforeseen condition) ;  

3). Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bersifat komplcks yang hanya dapat 
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi 
khusus dan hanya ada I (satu) Penyedia yang 

mampu; 
Pekcrjaan Pengadaan dan distribusi bahan 
obat, obat dan alat keschatan habis pakai 
dalam rangka menjamin ketersediaan obat 
untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan 
keschatan masyarakat yang j e n i s  dan 
harganya tclah ditctapkan olch Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang keschatan; 
Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga 
khusus untuk pemerintah yang telah 
dipublikasikan sccara luas kepada 
masyarakat; 
scwa penginapan/hotel/ruang 
tarifnya terbuka dan dapat 
masyarakat; 
lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan 
sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya 
dengan ketentuan dan tata cara pembayaran 
serta penyesuaian harga yang dapat 
dipertanggungjawabkan; atau 
Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan 
Uti l i tas Umum di l ingkungan perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang 
dilaksanakan olch pengcmbang/ developer 
yang bersangkutan. 

4). Pengadaan Langsung. 



a) .  Pengadaan Langsung dapat di lakukan terhadap 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bcrnilai paling tinggi 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan 
ketentuan: 
I ) .  kcbuluhan operasional K / L / D / I ;  

2) .  tcknologi sederhana; 
3). risiko kcil; dan/atau 
4). dilaksanakan olch Penyedia Barang/Jasa 

usaha orang-perscorangan dan/atau badan 
usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk 
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi 
tcknis yang tidak dapat dipenuhi olch Usaha 
M ikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil .  

b). Pengadaan Langsung di laksanakan berdasarkan 
harga yang bcrlaku di pasar kepada Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 
c) .  PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan 

Langsung scbagai alasan unluk mcmccah paket 
Pengadaan menjadi beberapa paket dengan 
maksud untuk menghindari pelclangan. 

d) .  Pelaksanaan 
Langsung :  

Pengadaan Mclalui Pengadaan 

I ) .  

2). 

Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan 
untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan 
Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah). 
Proses Pengadaan Langsung dilakukan scbagai 
berikut: 
a) pembelian/pembayaran langsung kcpada 

Penyedia untuk pengadaan 
menggunakan bukti pembelian 
kuitansi, meliputi antara lain :  

( 1 ) .  Pejabat Pengadaan mencari informasi 
terkait pckcrjaan yang akan 
dilaksanakan dan harga, antara lain 
melalui media clcktronik dan/atau 
non -elektronik; 

(2) . Pejabat Pengadaan 
membandingkan harga dan 
paling sedikit dari 2 (dua) 
informasi yang berbcda 
diperlukan); 

(3) Pejabat Pengadaan dapat mclakukan 
klarifikasi tcknis dan negosiasi harga 
untuk mendapatkan Penyedia dengan 
harga yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan (apabila 
dipcrlukan); 

(). negosiasi harga dapat dilakukan 
bcrdasarkan H PS (apabila dipcrlukan) ;  

(5) . dalam hal negosiasi harga tidak 
menghasilkan kescpakatan, maka 

yang 
dan 

dapat 
kualitas 
sumber 
(apabila 



b) 

Pengadaan Langsung dapat dinyatakan 
gaga! dan dapat dilakukan Pengadaan 
Langsung ulang dcngan men can 
Pcnycdia lain. 

permintaan penawaran yang 
dengan klarifikasi serta negos1as1 
dan harga kcpada Penyedia 
pengadaan yang menggunakan 
mcliputi antara la in :  

(  1  ) .  Pejabat Pengadaan mencari informasi 
terkait pckerjaan yang akan 
dilaksanakan dan harga, antara lain 
melalui media elcktronik dan/atau 
non -elektronik; 

discrtai 
tcknis 
untuk 

SPK, 

(2). 

(3). 

(4).  

(5) .  

(6). 

(7). 

(8) .  

(9). 

Pejabat Pengadaan membandingkan 
harga dan kua l itas pa l ing scdikil dari 
2 (dua) sumbcr informasi yang 
berbcda; 
Pejabat Pengadaan mengundang 
calon Pcnycdia yang diyakini mampu 
untuk menyampaikan penawaran 
administrasi, teknis, dan harga, 
undangan dilampiri spesifikasi teknis 
dan/atau gambar serta dokumcn 
dokumen lain yang menggambarkan 
jcnis pckerjaan yang dibutuhkan; 
Penyedia yang diundang 
menyampaikan penawaran 
administrasi ,  tcknis, dan harga 
sccara langsung sesuai jadwal yang 
telah ditentukan dalam undangan; 
Pejabat Pengadaan membuka 
penawaran dan mengevaluasi 
administrasi dan tcknis dengan 
sistcm gugur, m e l a k u k a n  klarifikasi 
t e k n i s  d a n  n e g o s i a s i  harga u n t u k  
mendapatkan Penyedia dengan harga 
y a n g  wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 
negosiasi harga 
berdasarkan H P S ;  
dalam hal n e g o s i a s i  
m e n g h a s i l k a n  
Pengadaan L a n g s u n g  
gagal dan d i l a k u k a n  
Langsung ulang dengan 
Penycdia l a i n ;  
Pejabat Pengadaan membuat Berita 
Acara Hasil Pengadaan Langsung 
yang terdiri dari :  
(a). nama dan alamat Penycdia; 
(b) . harga penawaran tcrkorcksi dan 

harga hasil negosiasi; 

dilakukan 

harga tidak 
kesepakatan, 

dinyatakan 
Pengadaan 

mengundang 



(c). unsur-unsur yang dievaluasi  
(apabila ada);  

(d) .  hasil negosiasi harga (apabila 
ada) ;  

(c). ketcrangan lain yang dianggap 
perlu; dan 

( f) .  tanggal dibuatnya Berita Acara. 

c). Pcjabat Pengadaan menyampaikan Berita 
Acara Hasil Pcngadaan Langsung kepada 
PPK; 

d) PPK melakukan perjanjian dan 
mendapatkan bukti perjanjian dengan 
kctcntuan : 
( 1 ) .  bukti pembclian dapat digunakan 

untuk Pengadaan yang bcrni la i  
sampai dengan Rpl0 .000 .000,00 
(scpuluh juta rup iah) ;  

(2) kuitansi dapat digunakan untuk 
pengadaan yang bernilai sampai 
dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah); atau 

(3) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat 
digunakan untuk Pengadaan yang 
bernilai sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

5) .  Sayembara dan Kontes 

Harga 

gagasan, 

mctodc 
dari 
dan 

merupakan proses dan hasil 
krcatifitas, inovasi, budaya 
pclaksanaan tertentu; dan 
tidak dapat ditetapkan berdasarkan (2) .  

Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa 
Lainnya yang memiliki karakteristik scbagai 
berikut: 
( 1 ) . 

a). 

Satuan. 
b) .  Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang 

mcmiliki karakteristik sebagai berikut: 
( 1 ) .  tidak mempunyai harga pasar; dan 
(2) .  tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga 

Satuan. 
c) .  ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan 

administrative dan tcknis bagi: 
( 1 ) .  Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; 
(2). Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti 

Sayembara. 
d) .  Dalam menctapkan persyaratan administratif 

scbagaimana dimaksud diatas, ULP/Pejabat 
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih 
mudah dari persyaratan Penycdia Barang/Jasa 
sesuai ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 .  

_  



e). Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli 
dibidangnya. 

f).  Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan 
cvaluasi dilakukan oleh tim yang ahl i  dibidangnya. 

8. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

a. Umum 

1 ) .  ULP/Pcjabat Pengadaan menyusun dan menetapkan 
metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 

2 ) .  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui 

negosias i  t c k n i s  d a n  biaya schingga d i p e r o l c h  harga 
yang s e s u a i  dengan harga pasar d a n  secara tcknis 
dapat d i p e r t a n g g u n gj a w a b k a n .  

3 ) .  P e m i l i h a n  Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan 
dengan: 
a ) .  Seleksi yang terdiri atas Selcksi U m u m  dan Seleksi 

S e d e r h a n a ;  
b ) .  P e n u n j u k a n  L a n g s u n g ;  
c) .  Pengadaan Langsung; atau 

d ) .  S a y e m b a r a .  

b. Seleksi U m u m  

1 ) .  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya 
dilakukan mclalui Metode Sclcksi Umum. 

2) .  Pemilihan Penycdia Jasa Konsultansi mclalui Metode 
Selcksi Umum diumumkan sckurang kurangnya di 
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi ,  papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui 
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang 
berminat serta memenuhi kualifikasi dapat 
mengikutinya. 

3) .  Daftar pendck dalam Selcksi Umum berjumlah 5 ( l ima) 
sampai 7 (tujuh) Penycdia Jasa Konsultansi .  

c. Seleksi Sederhana 

1 ) .  Selcksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan 
Jasa Konsultansi dalam hal Selcksi Umum dinilai tidak 
efisien dari scgi biaya seleksi. 

2) .  Selcksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan 
Jasa Konsultansi yang: 
a). bersifat scderhana; dan 
b). bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) .  
3) .  Pemilihan Penycdia Jasa Konsultansi mclalui Metode 

Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Dacrah/Institusi, 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan 
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan 
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 



4). Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 
(tiga) sampai 5 (lima) Penycdia Jasa Konsultansi .  

d. Penunjukan Langsung 

1 ) .  Penunjukan Langsung terhadap l (satu) Penyedia Jasa 
Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. 

2) .  Kritcria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud 
diatas, meliputi :  
a) .  penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan 

scbelumnya dan waktu penyelesaian pckerjaannya 
harus scgera/tidak dapat ditunda untuk: 
( I ) .  pertahanan ncgara; 
(2) .  keamanan dan kctcrtiban masyarakat; 
(3). kesclamatan/perlindungan masyarakat yang 

harus dilakukan scgcra, Lermasuk: 
(a) .  akibat bencana alam dan/atau bencana 

non alam dan/atau bencana sosial ;  
(b) . dalam rangka penccgahan bencana; 

dan/atau 
(c). akibat kerusakan sarana/prasarana 

yang dapat menghentikan kegiatan 
pclayanan publik; 

b). kegiatan menyangkut pertahanan negara yang 
ditctapkan olech Menteri Pertahanan serta kegiatan 
yang menyangkut kcamanan dan ketertiban 
masyarakat yang ditetapkan olch Kepala Kcpolisian 
Negara Republik Indonesia; 

c). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan olch I (satu) 
Penyedia Jasa Konsultansi; dan 

d). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 
pemegang hak cipta yang tclah terdaftar atau pihak 
yang tclah mendapat izin pemegang hak cipta. 

3) .  Penunjukan Langsung dilakukan dengan mclalui proses 
prakualifikasi terhadap I (satu) Penyedia Jasa 
Konsultansi. 

c. Pengadaan Langsung 

I ) .  

2). 

3) .  

Pengadaan Langsung dapat dilakukan 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
karakteristik scbagai bcrikut: 
a) .  merupakan kcbutuhan operasional 

dan/atau 
b). bcrn i la i  pal ing Linggi Rp .50 .000 .000,00 (l ima puluh 

juta rupiah) .  
Pengadaan L a n g s u n g  d i l a k s a n a k a n  olch I ( s a t u )  Pejabat 
P e n g a d a a n .  
PA / K P A  d i l a r a n g  menggunak an metode Pengadaan 
L a n g s u n g  scbagai a l a s a n  u n t u k  memecah paket 
pengadaan menjadi bcbcrapa paket dengan maksud 
u n t u k  m e n g h i n d a r i  S e l e k s i .  

K / L / D / I  

terhadap 
mcmiliki 

f. Sayembara 



) 

2) 

3) 

4).  

5).  

Saycmbara 
Konsultansi 
berikut: 
a). merupakan proses dan 

kreatifitas, mnovasi dan 
tertentu; dan 

b). tidak dapat ditctapkan berdasarkan Harga Satuan. 
ULP/Pcjabat Pengadaan menctapkan persyaratan 
administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan 
mengikuti Sayembara. 
Dalam menetapkan persyaratan administratif 
sebagaimana dimaksud huruf f.2) ,  ULP/Pcjabat 
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lcbih mudah 
dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa scbagaimana 
dimaksud dalam peraturan i n i .  
Persyaratan dan metode evaluasi tcknis ditetapkan oleh 
ULP/Pejabat Pengadaan sctclah mendapat masukan 
dari tim yang ahl i  dibidangnya. 
Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli 
dibidangnya. 

hasil dari gagasan, 
metode pelaksanaan 

dilakukan terhadap Pengadaan Jasa 
yang mem i l iki karakteristik sebagai 

9. Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya 

• 

b. 

c. 

d.  

e. 

r. 

Metode evaluasi 
Barang/Pekerjaan 
1 ) .  sistem gugur; 
2) .  sistem nilai; dan 
3) .  sistem penilaian biaya selama umur ckonomis. 
Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada 
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. 
Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan 
Ba rang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
memperhitungkan keunggulan tcknis sepadan dengan 
harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh 
kualitas tcknis. 
Evaluasi sistem penilaian biaya sclama umur ekonomis 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Peckerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor 
faktor umur ckonomis, harga, biaya operasional, biaya 
pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu. 
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan scbagai berikut: 
1 ) .  besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh 

perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perscratus) dari total bobot kescluruhan; 

2) .  unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang 
dapat dikuantifikasikan; dan 

3) .  tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan 
dengan jclas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. 

Dalam mclakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau 
mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi sctclah batas 
akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 

penawaran dalam pemil ihan Penyedia 
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
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g. Metode dua tahap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012  dapat menggunakan 
metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem 
penilaian biaya sclama umur cekonomis. 

1 0 .  Mctode Evaluasi Penawaran Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi 

a. Metode evaluasi penawaran dalam pemi l i h a n  Penyedia J a s a  
Kon sultansi d a p a t  d i l a k u k a n  d e n g a n  m e n g g u n a k a n :  
I ) .  metode evaluasi berdasarkan k u a l i t a s ;  

2 ) .  metode evaluasi berdasarkan k u a l i t a s  d a n  biaya; 
3 ) .  metode evaluasi berdasarkan Pagu nggaran; a t a u  
4 ) .  metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. 

b. Metode e v a l u a s i  berdasarkan kualitas scbagaimana 
dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan yang: 
I ) .  mengutamakan kualitas penawaran tcknis scbagal 

faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat 
(outcome) sccara keseluruhan; dan/atau 

2) .  lingkup peckerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. 

c. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya 
scbagaimana dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan 
yang : 
I ) .  lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal 

hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; 
dan/atau 

2) .  besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jclas, 
dan tcpat. 

d. Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran scbagaimana 
dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan:  
1 ) .  sudah ada aturan yang mcngatur (standar); 
2) .  dapat dirinci dengan tcpat; atau 
3) .  anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. 

e. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah scbagaimana 
dimaksud diatas, digunakan untuk pckerjaan yang bersifat 
sederhana dan standar. 

f. Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, 
pembobotan ni la i  tcknis dan biaya diatur dcngan ketentuan: 
1 ) .  bobot penawaran tcknis antara 0,60 sampai 0,80; 
2 ) .  bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 

g. Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi 
harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan 
ketentuan scbagai berikut: 
1 ) .  Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya 

langsung non-person ii yang dapat diganti 
(reimburscable cost) dan/atau biaya langsung personil 
yang din i la i  tidak wajar; 

2) .  aspck biaya yang perlu diklarifikasi atau negosias 
terutama: 

I. 
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a). kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran 
biaya; 

b) .  volume kegiatan dan jenis pcngeluaran; dan 
c) .  biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang 

berlaku di  pasar/kewajaran biaya; 

3) .  klarifikasi dan negosiasi Lcrhadap unit  biaya langsung 
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah 
diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga 
ahli konsultan yang bersangkutan; 

4) .  biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 
4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap 
dan paling tinggi 2 ,5  (dua koma lima) kali penghasilan 
yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan 

5 ) .  unit biaya langsung pcrsonil dihitung bcrdasarkan 
satuan waktu yang tclah ditetapkan. 

h .  Dikccualikan dari ketentuan huruf g angka 3) dan 4) diatas, 
untuk seleksi internasional, dengan ketentuan: 
a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat 

dilakukan berdasarkan daftar gaji yang tclah diaudit,  
bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau 
pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang 
kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang 
memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit; 

b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada 
un it biaya personil yang bcrlaku di luar negeri. 

1 1 .  Pcnyusunan Dokumcn 
Pemborongan/Jasa Lainnya. 

Pengadaan Barang/Jasa 

a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa yang terdiri atas: 
1 ) .  Dokumen Kualifikasi; dan 
2 ) .  Dokumen Pemil ihan. 

b. Dokumen Kualifikasi scbagaimana dimaksud huruf a angka 
I )  diatas, paling kurang terdiri atas: 
! ) .  petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; 
2) .  formulir isian kualifikasi; 
3). instruksi kcpada peserta kualifikasi; 
4) .  lembar data kualifikasi; 
5) .  Pakta Integritas; dan 
6). tata cara evaluasi kual ifikasi .  

c. Dokumen Pemilihan scbagaimana dimaksud huruf a angka 
2) ,  paling kurang terdiri atas: 
1 ) .  undangan/pengumuman kepada calon Penyedia 

Barang/Jasa; 
2) .  instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa ;  
3 ) .  syarat syarat u m u m  K o n t r a k ;  
1 ) .  syarat syarat k h u s u s  Kontrak; 
5 ) .  daftar kuantitas d a n  h a r g a ;  
6 ) .  spesifikasi t c k n i s ,  KAK d a n / a t a u  gambar; 
7 ) .  bentuk surat penawaran; 
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8). rancangan Kontrak; 
9). bentuk Jaminan; dan 
10). contoh-contoh formulir yang perlu diisi .  

rancangan surat perjanjian termasuk: 
a) .  syarat syarat umum Kontrak; 
b). syarat syarat khusus Kontrak; 
c) .  spesifikasi tcknis, KAK dan/atau gambar; 
d) .  daftar kuantitas dan harga; dan 
c). dokumen lainnya. 
HPS. 

d.  pp menetapkan bagian 
Pengadaan yang terdiri atas: 
1 ) .  rancangan SPK; atau 

2) .  

3).  

dari rancangan Dokumen 

1 2 .  Persyaratan Penycdia Barang/Jasa. 

angka 3), 
yang baru 

memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan 

untuk menjalankan kegiatan/ usaha; 
memiliki kcahlian, pengalaman, kemampuan tcknis dan 
manajcrial untuk mcnycdiakan Barang/Jasa; 
memperolch paling kurang 1 (satu) pckcrjaan scbagai 
Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) 
tahun terakhir, baik di l ingkungan pcmcrintah maupun 
swasta, termasuk pcngalaman subkontrak; 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa 
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan 
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan 
Barang/Jasa; 
dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan mclakukan 
kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai 
pcrjanjian kcrja sama opcrasi/kcmitraan yang memual 
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili 
kemitraan terscbut; 
memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang 
sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi 
kecil serta kemampuan pada subbidang pckerjaan yang 
sesuai untuk usaha non keci l ,  
memil iki  Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha 
nonkecil ,  kccuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa 
Konsultansi; 
khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mcmiliki dukungan 
kcuangan dari bank: 

2 

khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan 
Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa 
Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: 

1  0).  

9) .  

8) 

7).  

6) 

5).  

4).  

2) .  

3) .  

a.  Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan scbagai berikut: 
I ) .  

SKP = KP P 

KP nilai Kemampuan Pakct, dcngan kctentuan : 
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a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan 
Paket (KP) ditenrukan scbanyak 5 (lima) 
paket pekerjaan; dan 

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan 
Paket (KP) ditentukan scbanyak 6 (enam) 
atau 1 , 2  (satu koma dua) N. 

p jumlah pakcl yang sedang dikerjakan. 
N j umlah paket pckerjaan lcrbanyak yang 

dapat ditangani pada saat bersamaan 
sclama kurun waktu 5 (lima) tahun 
lcrakhir. 

1 1 ) .  tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau 
direksi yang bertindak untuk dan atas nama 
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi 
pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
ditandatangani Penycdia Barang/Jasa; 

12 ) .  scbagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kcwajiban 
perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta 
mem iliki laporan bulanan PPh Pasal 2 1 ,  PPh Pasal 23 
(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN 
(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) 
bulan terakhir dalam tahun berjalan; 

1 3 ) .  sccara hukum mempunyai kapasitas untuk 
mengikatkan diri pada Kontrak; 

14) .  tidak masuk dalam Daftar Hitam; 
1 5 ) .  memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 

dengan jasa pengiriman; dan 
16 ) .  menandatangani Pakta Integritas. 

b. Dengan tetap mengedcpankan prinsip prinsip pengadaan 
dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia 
Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan angka 4), 

1 1 ) ,  13) 
c. Persyaratan scbagaimana dimaksud pada angka ), 6 ) ,  8), 9), 

dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan 
d.  Pegawai K / L / D / I  dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, 

kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar 
tanggungan K / L / D / I  

e. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan 
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia 
Barang/Jasa. 

1 3 .  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

a .  PPK mcnctapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan 
Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. 

b. Kclompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan 
nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditctapkan olch PPK. 

c. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 
d. HPS ditetapkan: 
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1 ) .  paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 
batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan 
dcngan pascakualifikasi; atau 

2) .  paling lama 28 (dua puluh dclapan) hari kerja sebclum 
batas akhir  pemasukan penawaran ditambah dengan 
waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan 
dengan prakualif ikasi .  

c. HP S digunakan scbagai:  
1 ) .  alal unluk mcnilai kewajaran penawaran Lermasuk 

rIcannya; 
2) .  dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran 

yang sah:  
a). untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya, kccuali Pelelangan yang 
menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan 
Terbatas dimana peserta yang memasukkan 
pcnawaran harga kurang dari 3 (Liga); dan 

b). untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
mcnggunakan metode Pagu Anggaran. 

yang 

3) .  dasar untuk menctapkan bcsaran nilai Jaminan 

Pelaksanaan bagi pcnawaran yang nilainya lcbih rendah 
dari 80% (dclapan puluh perseratus) n i la i  total HPS. 

f .  HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran 
kerugian negara. 

g Pcnyusunan 
berdasarkan 

I-IPS dikalkulasikan seeara kcahlian 
data yang dapat dipertanggung jawabkan 

meliputi :  

I ) .  Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi 
bara ng/ jasa di produksi / discrahkan/ dilaksanakan, 
menjclang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; 

2) .  informasi biaya satuan yang dipublikasikan sccara 
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 

3) .  informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara 
rcsmi olch asosiasi terkait dan sumbcr data l a in  yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 

4 ) .  daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh 
pabrikan/distributor tunggal; 

5 ) .  biaya Kontrak scbelumnya atau yang sedang berjalan 
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 

6) .  inflasi tahun scbelumnya, suku bunga berjalan 
dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; 

7). hasil perbandingan dengan Konlrak scjcnis, baik yang 
dilakukan dcngan instansi lain maupun pihak l a i n ;  

8) .  perkiraan perhitungan biaya yang d i lakukan oleh 
konsultan perencana (engineer's estimatc); 

9) .  norma indeks; dan/atau 
I  0). informasi la in yang dapal dipenanggungjawabkan. 
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h.  Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional 
dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar 
neger. 

1. H PS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan 
biaya overhead yang dianggap wajar. 

1 4 .  Bentuk Bentuk Jaminan Pengadaan Barang/Jasa. 

a. Umum 
I ) .  Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada 

Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban 
scbagaimana dipersyaratkan dalam Dokumcn 
Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

2) ,  Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 
a). Jaminan Penawaran; 
b). Jaminan Pelaksanaan; 
c) .  Jaminan Uang Muka; 
d) .  Jaminan Pemeliharaan; dan 
c). Jaminan Sanggahan Banding. 

3) .  Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana 
dimaksud pada angka (2) harus dapat dicairkan tanpa 
syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam 
waktu paling lambat 1 4  (empat belas) hari kerja, setelah 
surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima 
olch Penerbit Jaminan. 

4) .  ULP/Pcjabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi 
tertulis terhadap kcabsahan Jaminan yang diterima. 

5). Jaminan dari Bank Umum,  Perusahaan Penjaminan 
atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk 
semua jenis Jaminan. 

6) .  Perusahaan Penjaminan scbagaimana dimaksud angka 
5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin 
dari Mcntcri Kcuangan. 

7). Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan scbagaimana 
dimaksud angka 5) adalah Perusahaan Asuransi Umum 
yang memiliki izin untuk mcnjual produk jaminan 
(suretyship) scbagaimana ditctapkan olch Menteri 
Kcuangan. 

b. Jaminan Penawaran 

1 ) .  Jaminan Penawaran diberikan olch Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat 
memasukkan penawaran, yang besarnya antara I %  

(satu perscratus) hingga 3% (tiga perscratus) dari total 
HPS.  

2) .  Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah 
pp, menerma Jaminan Pelaksanaan untuk 

penandatanganan Kontrak. 



3). Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, 
Pengadaan Langsung atau Kontes/Saycmbara. 

c. Jaminan Uang Muka 

1 ) .  Penyedia Jasa Konsultansi dapat dibcrikan Uang Muka. 
2) .  Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia 

Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang 
diterimanya. 

3). Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang 
Muka yang d iter imanya. 

4) .  Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara 
proporsional pada setiap tahapan pembayaran. 

d .  Jaminan Pelaksanaan. 

1 ) . 

2) .  

3) 

4). 

5). 

6) .  

Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai d i  
atas R p 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  (dua ratus j u t a  r u p i a h ) .  
J a m i n a n  P e l a k s a n a a n  dapat diminta PPK kcpada 
Penyedia Jasa Lainnya u n t u k  Kontrak bernilai di atas 
R p 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 , 0 0  (dua ratus juta rupiah), kecuali 
untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia 
sudah dikuasai olch Pengguna. 
Jaminan Pelaksanaan scbagaimana dimaksud pada 
angka I )  dan 2) diberikan setclah diterbitkannya $PPB.J 
dan scbelum penandatanganan Kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 
Bcsaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah scbagai 
ber ikut : 
a) .  untuk nilai penawaran terkorcksi antara 80% 

(delapan puluh perscratus) sampai dcngan 10 0% 
(seratus perseratus) dari nilai total HPS,  Jaminan 
Pelaksanaan adalah scbesar 5% (lima perseratus) 
dari nilai Kontrak; atau 

b) .  untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 
(delapan puluh perseratus) dari nilai total 
besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% 
perseratus) dari nilai total HPS. 

Jaminan Pelaksanaan berlaku scjak tanggal Kontrak 
sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah 
terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: 
a). penycrahan Barang/Jasa Lainnya dan Scrtifikat 

Garansi; atau 
b). penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebcsar 5% 

(lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

]  l 

80% 
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e. Jaminan Pemeliharaan 

1 ) .  Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan 
Pemeliharaan kepada PPK setclah pclaksanaan 
pckerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), 
untuk: 
a) .  Pekerjaan Konstruksi; 
b) .  Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 

pemeliharaan. 

2) .  Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan scbesar 5% (lima 
perseratus) dari nilai  Kontrak. 

3 ) .  J a m i n a n  Pemeliharaan dikembal ikan setelah di lakukan 
scrah tcrima pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa 
kcpada Pengguna Barang/Jasa scsuai Dokumen 
Kontrak. 

4). Penyedia Pekerjaan Konstruksi memberikan Jaminan 
Pemeliharaan. 

5 ) .  Jam inan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4),  besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai 
Kontrak Pengadaan Pekerjaan K o n s t r u k s i / J a s a  
Lainnya. 

6).  Pengelolaan jaminan pemcliharaan menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya pada SKPD atau Pejabat Pembuat 
Komitmen sesuai yang diatur dalam kontrak kerja. 

7 ) .  Bentuk jaminan pemeliharaan sesuai hasil kcsepakatan 
dengan SKPD yang mempunyai kegiatan fisik dilakukan 
dalam bentuk jaminan pemeliharaan (surety bond) hal 
ini dengan pertimbangan untuk kemudahan 
pelaksanaan bagi SKPD dan penyedian barang dan jasa 

8) .  Kcpala SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen agar 
melakukan konfirmasi terhadap Bank/Lembaga 
Keuangan yang memberikan Jaminnan Pemeliharaan 
pada tiap kegiatan, hal in i  dengan pertimbangan untuk 
mendapatkan kcandalan dan keterscdiaan jaminan 
pemcliharaan yang diberikannya. 

f. Jaminan Sanggahan Banding 

1 ) .  Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan 
dari Kclompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan 
banding kcpada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kcpala 
Dacrah/Pimpinan Institusi atau kepada Pcjabat yang 
mcncnma pcnugasan untuk mcnjawab sanggahan 
banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk 
Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelclangan Terbatas, 
dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan 
Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemil ihan Langsung 
sctelah diterimanya jawaban sanggahan. 

2) .  Pescrta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib 
menycrahkan Jaminan Sanggahan Banding yang 
berlaku 1 5  ( l ima belas) hari kerja scjak pengajuan 

Sanggahan Banding untuk Pelclangan Umum/Seleksi 
Umum/Pelclangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja 



proses 

benar, 
kcpada 

Sederhana/ Sederhana /Seleksi untuk Pelelangan 
Pemilihan Langsung. 
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar l % 

(satu perseratus) dari nilai total HPS.  
Sanggahan Banding menghentikan 
Pelelangan/Selcksi. 
LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan 
rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding 
atas permintaan Menteri/Pim pi nan Lembaga/ Kepala 
Dacrah /Pimpinan Institusi. 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kcpala Daerah/Pimpinan 
Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan 
banding kepada pcnyanggah banding paling lambat 1 5  
(lima belas) hari kerja sctclah surat sanggahan banding 
diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi 
Umum/Pelclangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja 
untuk Pelelangan Scderhana/Seleksi Sederhana/ 
Pemilihan Langsung. 
Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
Institusi memerintahkan Kclompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan 
Barang/Jasa ulang. 
Kcpala Dacrah dapat menugaskan Sckretaris Daerah 
atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding. 
Penugasan scbagaimana dimaksud tidak berlaku, 
dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK 
atau Kcpala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah. 
Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Dacrah/Pimpinan 
Institusi memerintahkan agar Kclompok Kerja ULP 
melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa. 

I 1 ) .  Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan 
Jaminan Sanggahan Banding dikcmbalikan 
penyanggah. 
Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/ Seleksi 
dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding 
dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, 
kccuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas 
akhir menjawab Sanggahan Banding. 

1 2 ).  

10) 

9) .  

8). 

7) .  

5) 

6). 

4).  

3). 

1 5 .  Tahapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. 

a. Tahapan Pemilihan 
Konstruksi/Jasa Lainnya 

Penyedia Ba rang/Pekerjaan 

1 ) .  Tahapan Pelclangan Umum, Pelclangan Terbatas 
Dengan Prakualifikasi 

Pemi l ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan metode Pelclangan Umum meliputi 
tahapan scbagai berikut: 

a) .  Pelelangan Um um untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a tau 



Dokumen 

undangan 

Penyedia 
den@an 

2  

yang meliputi 

pengambilan 

dan/atau 

Pelelangan Terbatas untuk pemilihan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi 
prakualifikasi, metode dua sarnpul 
kegiatan: 
( 1 ) .  pengumuman 

prakualifikasi; 
(2) . pendaftaran dan 

Kualifikasi; 
(3) .  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(4). pembuktian kualifikasi; 
(5). penetapan hasil kualifikasi; 
(6) . pcngumuman hasil kualifikasi; 
(7) . sanggahan kualifikasi; 
(8) .  undangan; 
(9) .  pengambilan Dokumen Pcrn i l ihan ;  
( 1 0 ) .  pemberian penjelasan; 
( I 1 ) .  pemasukan Dokumen Penawaran; 
( 12 ) .  pcmbukaan Dokurncn Penawaran sarnpul 1 ;  
( 13) .evaluasi Dokumen Penawaran sampul I ;  
(14).pemberitahuan dan pengurnurnan peserla 

yang lulus evaluasi sampul I ;  
(  15 ) .  pcmbukaan Dokumen Penawaran sarnpul II ; 
( 16 ) .evaluas i  Dokumen Penawaran sampul I I ;  
( I 7 ) .  pembuatan Berita Acara Hasi l  Pelclangan; 
( 1 8 ) .  pentapan pemenang; 
( 1 9 ) .  pengumuman pemenang; 
(20). sanggahan; dan 
(21) .sanggahan banding (apabila diperlukan) .  

b) .  Pcle langan Umum untuk pemilihan Pcnycdia 
Barang/Pekcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau 
Pelclangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan 
prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi 
kegiatan: 

( 1 )  pengurnuman prakualifikasi dan/alau 
undangan prakualifikasi; 

(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 
Kualif ikasi ;  

(3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(4) pembuktian kualifikasi; 
(5) penetapan hasil kualifikasi; 
(6) pengumuman hasil kualifikasi; 
(7) sanggahan kualifikasi; 
(8) undangan; 
(9) pengambilan Dokumen Pemi l ihan;  
(  I  0) pcrnbcrian penjclasan; 
( 1 I )  pemasukan Dokumen Penawaran tahap l ;  
(12)  pembukaan Dokumen Penawaran tahap l; 
(13 )  evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; 
(14 )  mclakukan penyetaraan teknis apabila 

diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi 
sistem nilai; 

( 1 5 )  penetapan peserta yang l u l u s  evaluasi tahap l ;  



(16) pemberitahuan dan pengumuman peserta 
yang lulus evaluasi tahap I ;  

(  17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap l; 

( 1 8 )  pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;  

( 1 9 )  evaluasi Dokumen Penawaran tahap IH;  

(20) pembuatan Berita Acara Hasil  Pelelangan; 
( 2 1 )  pen eta pan pemenang; 
(22) pengumuman pemenang; 
(23) sanggahan; dan 
(24) sanggahan banding (apabila d ipcr lukan ) .  

c). Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk 
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi 
dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang 
meliputi kegiatan: 

(1 )  pcngumuman dan/atau undangan 
prakualifikasi; 

(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 
Kualifikasi; 

(3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(1) pembuktian kualifikasi; 
(5) penetapan hasil kualifikasi; 
(6) pengumuman hasil kualifikasi; 
(7) sanggahan kualifikasi; 
(8) undangan; 
(9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
( 10 )  pemberian penjclasan; 
( l l )  pemasukan Dokumen Penawaran; 
( I 2 )  pembukaan Dokumen Penawaran; 
( 13 )  evaluasi Dokumen Penawaran; 
( 14 )  pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 
( 15)  penetapan pemenang; 
(16 )  pengumuman pemenang; 
( 7) sanggahan; dan 
( 18 )  sanggahan banding (apabila diperlukan).  

2) .  Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi. 

a). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang 
meliputi kegiatan: 

( 1 )  pcngumuman ;  
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan; 
(3) pemberian penjclasan; 
(4) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(5) pembukaan Dokumen Penawaran; 
(6) cvaluasi penawaran; 
(7) cvaluasi kualifikasi; 
(8) pembuktian kualifikasi; 
(9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelclangan; 
( 1O )  penetapan pemenang; 



( l 1) pengumuman pemenang; 
( 12) sanggahan; dan 
( 1 3 )  Sanggahan Banding (apabila dipcrlukan). 

b). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang 
meliputi kegiatan: 

( 1 )  pcngumuman; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan; 
(3) pemberian penjelasan; 
(4) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I ;  
(6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I ;  
(7) pcmbcritahuan dan pengumuman pescrla 

yang lulus evaluasi sampul I ;  
(8) pcmbukaan Dokumen Penawaran sampul I I ;  
(9) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I I ;  
(10)  pembuktian kualifikasi; 
( 1 1 )  pembuatan Serita Acara Hasil Pelelangan; 
( 12 )  pen eta pan pemenang; 
( 13 )  pengumuman pemenang; 
( 14 )  sanggahan; dan 
( 1 5 )  sanggahan banding (apabila diperlukan). 

3 ) .  Taha pan Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung 

Pemilihan dcngan metode Pelclangan Sederhana untuk 
Penyedia Barang/ Jasa Lainnya a tau Pemilihan 
Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, 
meliputi tahapan sebagai bcrikut: 
a). pcngumuman ;  
b) .  pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan; 
c) .  pemberian penjclasan; 
d) .  pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). pembukaan Dokumen Penawaran; 
f).  evaluasi penawaran; 
g). evaluasi kualifikasi; 
h) .  pembuktian kualifikasi; 
i ) .  pembuatan Berita Acara Hasil Pelclangan; 
j ) .  penetapan pemenang; 
k). pengumuman pcmcnang; 
I) .  sanggahan; dan 
m ) .  sanggahan banding (apabila diperlukan ) .  

4 ) .  Tahapan Pelclangan Pcnunjukan Langsung Pcnanganan 
Darurat. 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode 
Penunjukan Langsung, mcliputi tahapan scbagai 
bcr ikul: 



a). PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 
(SPMK) kepada: 
( 1 )  Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan 

pckerjaan sejenis; atau 
(2) Penyedia lain yang dini la i  mampu dan 

memenuhi kualfikasi untuk melaksanakan 
pckerjaan terscbut, bila tidak ada Penyedia 
scbagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) .  

b). Proses dan administrasi Penunjukan Langsung 
dilakukan secara simultan, scbagai berikut : 
( 1 )  op name pckerjaan di lapangan; 
(2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume 

pckerjaan, serta waktu penyelesaian 
pckerjaan; 

(3) penyusunan dan penetapan HPS; 
(4) penyusunan Dokumen Pengadaan; 
(5) pcnyampaian Dokumen Pengadaan kepada 

Penycdia; 
(6) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(7) pembukaan Dokumen Penawaran; 
(8) klarifikasi dan negosiasi tcknis dan harga; 
(9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
( 10 )  penctapan Penyedia; dan 
( 1 1 )  pengumuman Penyedia. 

5). Tahapan Pelelangan Penunjukan Langsung Bukan 
Penanganan Darurat. 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan 
Mctode Penunjukan Langsung meliputi tahapan scbagal 
bcrikut: 
a) .  undangan kepada peserta terpilih dilampiri 

Dokumen Pengadaan; 
b). pemasukan Dokumen Kualifikasi; 
c) .  evaluasi kualifikasi; 
d) .  pembuktian kualifikasi; 
c). pemberian penjelasan; 
f).  pemasukan Dokumen Penawaran; 
g). evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi 

tcknis dan harga; 
h) .  penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
i ) .  penetapan Penycdia; dan 
j ) .  pengumuman Penycdia. 

6). Tahapan Pelelangan Pengadaan Langsung 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan 
scbagai berikut: 



a). pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia 
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang 
menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang 
menggunakan kuitansi; 

b). permintaan penawaran yang disertai dengan 
klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 
Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang 
menggunakan SPK. 

7) .  Tahapan Pelelangan Mctode Kontes/Saycmbara 

Pemil ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan 
mctode Kontes/Sayembara mcliputi paling kurang 
tahapan scbagai berikut: 
a). pengumuman; 
b) .  pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kontes/Sayembara; 
c) .  pemberian penjclasan ;  
d ) .  p e m a s u k a n  proposal; 
c) .  pcmbukaan proposal ; 
f).  pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal 

teknis;  
g). pembuatan Berita Acara H a s i l  Kontes/Sayembara; 
h ) .  penetapan pemenang; d a n  
i ) .  p e n g u m u m a n  p e m e n a n g .  

b. Tahapan Pemilihan Penycdia Jasa K o n s u l t a n s i .  

1 ) .  T a h a p a n  Metode Seleksi U m u m .  

P e m i l i h a n  Penycdia J a s a  K o n sultansi dengan metode 
Seleksi Umum mcliputi tahapan scbagai berikut: 
a) .  metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua 

sampul yang meliputi kegiatan: 
( l) pengumuman prakualifikasi; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
(3) pemberian penjclasan (apabila diperlukan); 
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(5) pembuktian kualifikasi; 
(6) penctapan hasil kualifikasi; 
(7) pembcr itahuan dan pengumuman hasi l  

kualifikasi; 
(8) sanggahan kualifikasi; 
(9) undangan ;  
( 1 0) pengambilan Dokumen Pemil ihan; 
( I I )  pemberian penjclasan; 
( I 2 )  pemasukan Dokumen Penawaran; 
( 1 3 )  pembukaan dokumen sampul I ;  
( 1 4 )  cvaluasi dokumen sampul I; 
( 1 5 )  penctapan peringkat tcknis;  
( 1 6 )  pemberitahuan dan pengumuman peringkat 

teknis; 
( 1 7 )  sanggahan; 
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( 1 8 )  sanggahan banding (apabila diperlukan); 
( 1 9 )  undangan pembukaan dokumen sampul I l ;  
(20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul I I ;  
( 2 1 )  undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya; 
(22) klarifikasi dan negosiasi tcknis dan biaya; dan 
(23) pembuatan Berita Acara Hasil  Selcksi.  

1 

hasil 

Dokumen 

penetapan pemenang; 
pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
sanggahan; 
sanggahan banding (apabila diperlukan); 
undangan klarifikasi dan ncgosiasi tcknis dan 
biaya; 
klarifikasi dan ncgosiasi tcknis dan biaya; dan 
pembuatan Berita Acara Hasi l  Sclcksi. 

metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode 

evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua 
sampul yang meliputi kegiatan: 
( I )  pengumuman prakualif ikasi ;  
(2) pendaftaran dan pengambilan 

Kualif ikasi ;  
pemberian penjclasan (apabila diperlukan);  
pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
pembuktian kualifikasi; 
penctapan hasil kualifikasi; 
pemberitahuan dan pengumuman 
kualifikasi; 
sanggahan kualifikasi; 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(24) 
(25) 

(8) 

(9) undangan; 
(  I  O) pcngambilan Dokumen Pemilihan; 
( I I )  pemberian penjelasan; 
( 1 2 )  pemasukan Dokumen Penawaran; 
( 1 3 )  pembukaan dokumen sampul I ;  
( 1 4 )  evaluasi dokumen sampul I ;  

( 1 5 )  pcnctapan pcringkat tcknis; 
( 1 6 )  pemberitahuan dan pengumuman peringkat 

tcknis; 
( 1 7 )  u n d a n g a n  pcmbuk a an do kumcn s a mpu l  I I ;  
( 1 8 )  p e m b u k a a n  d a n  evaluasi d o k u m e n  s a m p u l  I I ;  
( 1 9 )  
(20) 

( 2 1 )  
(22) 
(23) 

b). 

c). metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran 
prakualifikasi dengan satu sampul yang melipuli 
kegiatan: 
( 1 )  p e n gu m u m a n  p r a k u a l i fi k a s i ;  
(2) pendaftaran d a n  p e n g a m b i l a n  D o k u m e n  

K u a l i fi k a s i ;  
(3) pemberian penjclasan ( a p a b i l a  d i p e r l u k an); 
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(5) pembuktian kualifikasi; 
(6) penctapan hasil kualifikasi; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil 

kualifikasi; 
(8) sanggahan kualifikasi; 
(9) undangan; 
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(10)  pemberian penjelasan; 
( 1 1 )  pemasukan Dokumen Penawaran; 
( 1 2 )  pembukaan Dokumen Penawaran; 
( 1 3 )  evaluasi administrasi, tcknis dan biaya; 
( 1 4 )  penetapan pemenang; 
( 1 5 )  pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
( 1 6 )  sanggahan; 
( 1 7 )  sanggahan banding (apabila diperlukan);  
(  18) undangan klarifikasi dan negosiasi; 
( 1 9 )  klarifikasi dan negosiasi; dan 
(20) pembuatan Berita Acara Hasil Selcksi .  

2 ) .  Tahapan Mctode Seleksi Sederhana 

Pemi h ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Selcksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu 
Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu 
sampul meliputi tahapan scbagai berikut: 
a). pengumuman prakualifikasi; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
c ) .  pemberian penjclasan (apabila diperlukan);  
d ) .  pcmasukan dan cva luas i  Dokumen Kualifikasi; 
c) .  pembuktian kualifikasi; 
f).  penetapan hasil kualifikasi; 
g). pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 
h) .  sanggahan kualifikasi; 
i) . undangan; 
j ) .  pemberian penjclasan; 
k). pemasukan Dokumen Penawaran; 
l ) .  pembukaan D o k u m e n  P e n a w a r a n ;  
m) .  cvaluasi adm inis tras i ,  L eknis ,  d a n  biaya; 
n ) .  penetapan p e m e n a n g ;  
0).  pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
p ) .  sanggahan; 
q). sanggahan b a n d i n g  ( a p a b i l a  d i p e r l u k a n ) ;  
r ) .  u n d a n g a n  klarifikasi d a n  n e g o s i a s i  t c k n i s  d a n  

biaya; 
s) .  klarifika si d an ncgosia s i ;  dan 
t ) .  p e m b u a t a n  Berita Acara H a s i l  S e l c k s i .  

3 ) .  Tahapan M c t o d e  P e n u n j u k an Langsung Untuk 
Penanganan Darurat. 

Pemilihan Penycdia Jasa Konsultansi dcngan Metode 
Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat 
meliputi tahapan scbagai berikut: 

a). PK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 
(SPMK) kcpada: 
( 1 ) .  Penycdia Jasa Konsultansi terdekat yang 

sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di 
lokasi penanganan darurat; atau 

(2) . Penycdia Jasa Konsultansi lain yang d in i la i  
mampu dan memenuhi kualifikasi untuk 
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melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak 
ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana 
dimaksud pada angka (1 ) .  

Dokumen 

jumlah, dan 
serta waktu 

b). Proses dan administrasi Penunjukan Langsung 
dilakukan secara simultan, scbagai ber ikut :  
( 1 ) .  opname pekerjaan di lapangan; 
(2). penetapan ruang lingkup, 

kualifikasi tenaga ahli 
penyelesaian pekerjaan; 

(3) . pcnyusunan Dokumen Pengadaan; 
(4) . pcnyusunan dan penetapan HPS; 
(5) .  pcnyampaian Dokumen Pengadaan; 
(6) .  pemasukan Dokumen Penawaran; 
(7 ) .  pembukaan dan evaluasi 

Penawaran; 
(8). klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
(9). penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 

( I O ) .  penetapan Penyedia; dan 
( I I ) . pengumuman Penyedia. 

4) .  Tahapan Metode Penunjukan Langsung Untuk Bukan 
Penanganan Darurat. 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan 
darurat meliputi tahapan sebagai bcrikuL: 
a). undangan kepada peserta terpilih dilampiri 

Dokumen Pengadaan; 
b). pe:nasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). pembukaan dan evaluasi penawaran; 
f). klarifikasi clan negosiasi teknis dan biaya; 
g). pembuatan Berita Acara Hasil  Penunjukan 

Langsung; 
h). penetapan Penyedia; dan 

i). pcngumuman. 

5). Tahapan Metode Pengadaan Langsung 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan 
penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta 
negosiasi tcknis dan biaya kepada calon Penyedia. 

6). Tahapan Metode Sayembara 

Pemil ihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Sayembara mcliputi paling kurang tahapan sebagai 
berikut: 
a). pengumuman; 

b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 
Sayembara; 
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c) .  pemberian penjelasan; 
d) .  pemasukan proposal; 
c) .  pembukaan proposal; 
f).  pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal 

teknis; 
g). pembuatan Berita Acara Hasil Saycmbara; 
h) .  penctapan pemenang; dan 
i ) .  pengumuman pemenang. 

7) .  Tahapan Metode Seleksi Umum Pemil ihan Jasa 
Konsultansi Perorangan 

dan 

Dokumen pengambilan dan 

penetapan pemenang; 
pengumuman pemenang; 
sanggahan; 
sanggahan banding (apabila diperlukan); 
undangan klarifikasi dan negosiasi tcknis 
biaya; 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
pembuatan Berita Acara Hasil Selcksi. 

o).  

p). 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan 
menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi 
satu sampul, meliputi kegiatan scbagai berikut: 
a) .  pengumuman; 
b). pendaftaran 

Pengadaan; 
pemberian penjelasan; 
pemasukan Dokumen Penawaran; 
pembukaan Dokumen Penawaran; 
evaluasi penawaran; 
evaluasi kualifikasi; 
pembuktian kualifikasi; 
pembuatan Berita Acara Hasi l  Evaluasi; 

c) .  

d) .  

c) .  

n 
g) 
h) .  

i ) .  

j) 
k) 

I) 
m). 

n) .  

1 6 .  Penyusunan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa. 

a .  Umum 

I ) .  ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan 
jadwal pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

2) .  Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan 
scbagaimana dimaksud diatas, harus memberikan 
alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses 
Pengadaan, termasuk waktu untuk: 

a) .  pengumuman Pelelangan/Seleksi; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 

atau Dokumen Pengadaan; 
e ) .  pembcrian penjclasan; 
d) .  pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). evaluasi penawaran; 

f).  penetapan pemenang; dan 
g). sanggahan dan sanggahan banding. 

b. Penyusunan 
Prakualifikasi, 

Jadwal Pelclangan 

Pelclangan Terbatas, atau 

Umum dengan 

Selcks i  Umum .  
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1 ) .  Pelclangan Um um dengan prakualifikasi, Pelelangan 
Terbatas, atau Selcksi Umum dilakukan dengan 
ketetapan waktu scbagai berikut: 
a). penayangan pengumuman prakualifikasi paling 

kurang 7 (tujuh) hari kcrja; 
b) .  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 

d imula i  scjak tanggal pengumuman sampai dengan 
I (satu) hari kerja scbelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Kualifikasi; 

c). batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi 
paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah 
berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; 

d ) .  masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi 
dilakukan sclama 5 (l ima) hari kerja sctclah 
pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada 
sanggahan banding; 

c). undangan Pelclangan/Selcksi kcpada peserta yang 
lulus kualifikasi disampaikan I (satu) hari kerja 
setelah selesainya masa sanggahan; 

f) pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan scjak 
dikeluarkannya undangan Pelclangan/Seleksi 
sampai dengan l (satu) hari kerja scbelum batas 
akhir pemasukan Dokumen Penawaran; 

g). pemberian penjclasan dilaksanakan paling cepat 3 
(tiga) hari kerja sejak tanggal undangan 

Pelelangan/ Seleks i; 
h ) .  pemasukan Dokumen Penawaran dimulai I (satu) 

hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai 
dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah 
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian 
Penjclasan; 

i ) .  masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Scleksi 
sclama 5 (lima) hari kerja sctclah pengumuman 
hasil Pelelangan/Selcksi dan masa sanggahan 
banding selama 5 (lima) hari kerja setelah 
mcncrima jawaban sanggahan; 

j ) .  dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang 
lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 
(SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari 
kerja setelah pengumuman penetapan pemenang 
Pelclangan apabila tidak ada sanggahan, atau 
setclah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada 
sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah Kclompok Kerja ULP menyampaikan 

Berita Acara Hasi l  Selcksi (BAHS) kcpada PPK 
untukSelcksi Umum; 

k). dalam hal sanggahan banding tidak diterima, 
SPPBJ pada Pelclangan Umum diterbitkan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban 

sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kcpala Dacrah/Pimpinan Inst itusi  atau 
ditcrbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sctclah 
Kclompok Kerja ULP mcnyampaikan BAHS kepada 
PPK untuk Sclcksi Umum; dan 



l). Kontrak ditandatangani paling lambal 1 4  (empat 
be las) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

pemilihan 
Pengadaan 
dilakukan 

pclaksanaan 
diatas untuk 

E Procurement, 

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses scbagaimana 
dimaksud diatas, diserahkan sepenuhnya kepada 
Kelompok Kerja ULP. 
Penyusunan jadwal 
scbagaimana dimaksud 
Barang/Jasa melalui 
berdasarkan hari kalender. 

3) .  

2) .  

4). 

5). 

Batas akhir setiap tahapan pemilihan scbagaimana 
dimaksud melalui E Procurement adalah hari kerja. 
Oalam hal Pelelangan Umum dcngan prakualif ikasi ,  
Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan 
mendahului Tahun Anggaran, $PP.J diterbitkan 
sctclah DIPA/DPA ditctapkan. 

c. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum 
Perorangan dengan pascakualifikasi 

! ) .  Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan 
dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan 
waktu scbagai berikut: 
a ) .  penayangan pengumuman dilaksanakan paling 

kurang 7 (tujuh) hari kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

(Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) 
dimulai scjak tanggal pengumuman sampai dengan 
l (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran; 

c) .  pemberian penjclasan dilaksanakan paling ccpat 3 
(tiga) hari kerja scjak tanggal pengumuman; 

d) .  pemasukan Dokumen Penawaran dimulai l (satu) 
hari kerja sctc lah pemberian penjelasan; 

c) .  batas akhir  pemasukan Dokumen Penawaran 
pa ling kurang 2 (dua) hari kcrja sclclah pcnjclasan 
dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan 
untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai 
dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pckcrjaan; 

f).  evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai 
dengan: 
l )  waktu yang diperlukan; atau 
2) jen is  dan komplcksitas pckcrjaan; 

g). masa sanggahan terhadap hasil pclclangan/seleksi 
sclama 5 (lima) hari kerja sctclah pengumuman 

hasil Pelelangan/Selcksi dan masa sanggahan 
banding sclama 5 (lima) hari kerja setelah 
menerima jawaban sanggahan; 

h) .  dalam hal ppK menyetujui penctapan pemenang 
Pelclangan, $PBJ diterbitkan pal ing lambat 6 

(enam) hari kerja setclah pengumuman penetapan 
pemcnang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, 
atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak 
ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) 
hari kerja setclah Kelompok Kerja ULP 



d.  Penyusunan Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan 
Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan 

menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 
kcpada PPK untuk Selcksi Umum; 

i) .  dalam hal sanggahan banding tidak diterima, 
$PPBJ pada Pelclangan Umum ditcrbitkan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban 
sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan 
Lembaga/ Kepala Daerah/ Pim pi nan Institusi atau 
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kcrja setelah 
Kclompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada 
PPK untuk Seleksi Umum ;  dan 

j ) .  Kontrak ditandatangani pal ing lambat 1 4  (cmpat 
bclas) hari kerja sctclah diterbitkannya SPPBJ. 

2) .  Pengaturan jadwal/waktu diluar proses scbagaiman 
dimaksud pada ayat ( l )  huruf a sampai dengan huruf i, 
discrahkan scpenuhnya kcpada Kclompok Kerja ULP. 

3).  Penyusunan jadwal pc laksanaan pem i l ihan 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  untuk Pcngadaan 
Barang/Jasa melalui E- Procurement, dilakukan 
berdasarkan hari kalender. 

4 ) .  Batas akhir setiap tahapan pemilihan scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  melalui E-Procurement adalah 
hari kerja. 

5 ) .  Dalam hal Pclelangan Umum dan Seleksi Umum 
Perorangan dengan pascakualifikasi di lakukan 
mendahului Tahun Anggaran, $PP3J diterbitkan 
setclah or PA/ DPA ditctapkan. 
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Pclclangan Scdcrhana, Pcmilihan Langsung, atau 
Selcksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan 
ketetapan waktu sebagai berikut: 

a). penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 
4 (cmpat) hari kerja; 

b). pendaftaran dan pcngambilan Dokumen Pengadaan 
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 
1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran; 

c). pemberian penjclasan dilaksanakan paling cepat 3 

(tiga) hari kerja scjak tanggal pengumuman; 
d) .  pemasukan Dokumen Penawaran dimulai I (satu) 

hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai 
dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah 
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian 
Penjclasan; 

c) .  masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi 
Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja 
setclah pengumuman hasil Pelclangan/Seleksi 
Sederhana Perorangan dan masa sanggahan 
banding selama 3 (tiga) hari kerja setclah menerima 
jawaban sanggahan; 

f).  SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari 
kerja setelah pengumuman penctapan pemenang 
Pelclangan Sederhana atau Pemilihan Langsung 

1 ) .  



apabila tidak ada sanggahan, atau setelah 
sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan 
banding; 

g). dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, 
SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan 
Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding 
dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala 
Daerah /Pimpinan Institusi; 

h) .  untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ 
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada 
PPK; dan 

i ) .  Konlrak ditandatangani paling lambat 1 4  (empat 
be las) hari kerja sctelah ditcrbitkannya SPPB,J . 

2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan 
dengan ketetapan waktu scbagai berikut: 
a). pcnayangan pengumuman prakualifikasi paling 

kurang 4 (empat) hari kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 

d imu la i  sejak Langgal pcngumuman sampai dengan 
l (satu) hari kerja scbelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Kualifikasi; 

c) . batas akh ir pcmasukan Dokumcn Kualifikasi 
paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah 
berakhirnya penayangan pengumuman kualif ikas i ;  

d). masa sanggahan terhadap hasil kua l ifikasi 
d ilakukan sclama 3 (tiga) hari kerja setelah 
pcngumuman hasil kua lif ikas i clan tidak ada 
sanggahan banding; 

c). undangan kepada peserta yang masuk daftar 
pendek disampaikan l (satu) hari kerja setelah 
masa sanggahan atau sctelah selesainya masa 
sanggahan; 

f) pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan scjak 
d ike luarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran; 

g). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 
(tiga) hari kerja scjak tanggal undangan seleksi; 

h) .  pemasukan Dokumen Penawaran dimulai  1  (satu) 
hari kerja sctelah pemberian penjelasan sampai 
dcngan paling kurang 3 (tiga) har i kcrja sctelah 
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian 

Penjclasan; 
i ) .  masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 

(tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi 
dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari 
kerja setelah menerima jawaban sanggahan; 

j ) .  SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS 
kepada PPK; 

k). dalarn hal Sanggahan Banding tidak diterima, 
SPPBJ diterbitkan paling lambal 2 (dua) hari kerja 



setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS 
kepada PPK; dan 

I). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

3). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a sampai dengan huruf h, 
dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf I, 
diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP. 

4). Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dan ayat (2) untuk 
Pengadaan Barang/Jasa melalui E Procurement, 
dilakukan berdasarkan hari kalcndcr. 

5) . Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) melalui E 
Procurement adalah hari kerja. 

6). Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung 
atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun 
Anggaran, SPPBJ diterbitkan setclah DIPA/ DPA 
ditetapkan. 

e. Penyusunan Jadwal Penunjukan Langsung/Pengadaan 
Langsung/Kontes/Sayembara. 

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan 
Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara 
sepenuhnya kepada ULP/Pcjabat Pengadaan. 

l7. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

Langsung/ 
d iserahkan 

a). Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan 
Barang Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada 
masyarakat dengan syarat: 
1 .  setelah penetapan APD untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang bersumber dari APBD; 
2). setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ 

Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan 
yang bersumber dari APBN. 

b). Dalam hal DIPA/DPA tidak ditctapkan atau alokasi 
anggaran dalam DIPA/DPA yang ditctapkan kurang dari 
nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses 
Pemilihan dibatalkan. 

c). Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan sccara terbuka 
dengan mengumumkan secara luas sekurangkurangnya 
melalui: 
1 ) .  website Kementcrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ 

Institusi; 
2 ) .  papan pcngumuman resmi untuk masyarakat; dan 
3) .  Portal Pengadaan Nasional mclalui LPSE. 

d) .  Dalam hal pengumuman untuk Pelclangan Terbatas, ULP 
harus mencantumkan nama calon Penycdia Barang/Jasa 
yang dianggap mampu. 



e). Dalam hal K, L/D I  menggunakan surat kabar untuk 
mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya 
harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar 
dan memiliki peredaran luas. 

18. Kualifikasi, Prakualifikasi dan Pascakualifikasi. 

a). Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP /Pejabat 
Pengadaan lidak boleh mclarang, mcnghambat dan 

membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari 
luar Propinsi/Kabupaten/Kota. 

b) .  Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan 
diatas mcterai yang menyatakan bahwa semua informasi 
yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah 
benar. 

c). K/ L/ D / I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang 
berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu 
dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau 
sejemsnya. 

d) .  Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan 
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu 
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 

e) .  Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
prakualifikasi atau pascakualifikasi. 

f).  Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang 
dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 

g). Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan scbagai 
berikut: 
1 ) .  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; 
2) .  Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang bersifat kompleks mclalui Pelelangan 
Umum ;  

3) .  Pemilihan Penycdia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan 
Langsung, kccuali untuk pcnanganan darural ; atau 

1). Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. 

h) .  Prakualifikasi scbagaimana dimaksud diatas, dikecualikan 
untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya. 

i ) .  Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung 
dalam penanganan darurat dilakukan bcrsamaan dcngan 
pemasukan Dokumen Penawaran. 

j ) .  Proses prakualifikasi menghasilkan :  
1 ) .  daftar calon Penycdia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 
2) .  daftar pendck calon Penycdia Jasa Konsultansi. 

k) .  Dalam proses prakualifikasi, Kclompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan scgera membuka dan mcngevaluasi Dokumen 
Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. 

I) . Pascakualifikasi merupakan proses pcnilaian kual if ikas i 
yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. 

m). Pascakualifikasi di laksanakan untuk Pengadaan scbagai 
berikut: 



1 ) .  Pelclangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk 
Pekerjaan Kompleks; 

2) .  Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan 
3).  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 

n) .  ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan 
kualifikasi yang bertujuan diskr iminat if  serta diluar yang 
telah ditctapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini .  

0). ULP/Pejabat Pengadaan wajib menycderhanakan proses 
kualifikasi dengan ketentuan: 
I ) .  meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir 

kualifikasi; 
2) .  tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan 

kecuali pada tahap pembuktian kual if ikasi ;  dan 
3) .  pembuktian kual ifikasi pada p e l e l a n g a n / s c l e k s i  

internasional dapat dilakukan dengan meminta 
dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon 
Penyedia Barang/Jasa. 

p).  Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: 
I ) .  Sistcm Gugur, untuk Pengadaan Barang/Peckerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; 
2 ) .  Sistem N i lai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi .  

19 .  Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

a. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 
menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran. 

b. Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas : 
).  metode satu sampul; 
2 ) .  metode dua sampul; atau 
3) .  metode dua tahap. 

c. 

d. 

e. 

Mctode satu sampul digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang scderhana, dimana evaluasi tcknis tidak 
dipengaruhi olch harga dan memiliki karakteristik scbagai 
berikut: 
1 ) .  Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar 

harga yang telah ditctapkan Pemerintah; 
2) .  Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang 

sederhana; atau 
3) .  Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang spesifikasi tcknis atau volumenya dapat 
dinyatakan seeara jelas dalam Dokumen Pcngadaan. 

Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik 
sebagaimana dimaksud pada huruf  e, metode satu sampul 
digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan 
Langsung/ Kon Les/ Sayembara. 

Metode dua sampul digunakan 
Barang/Jasa dimana evaluasi tcknis 
penawaran harga, dan digunakan untuk : 

untuk Pengadaan 

dipengaruhi oleh 
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1). 

2). 

Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya 
yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem 
biava selama umur ekonomis. 
Pengadaan Jasa Konsultansi 
karakteristik sebagai berikut : 
a). dibutuhkan penilaian yang lerpisah antara 

persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar 
penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian 
teknis; atau 

b). pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan 
evaluasi teknis yang lcbih mendalam. 

memiliki 

f. Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki 
karakteristik scbagai berikut: 
1 ) .  Pekerjaan bersifat kompleks; 
2) .  memenuhi kriteria kinerja tertentu dari kescluruhan 

s istem, tcrmasuk pertimbangan kemudahan atau 
efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; 

3) .  mempunyai bcberapa alternatif penggunaan sistem dan 
desain penerapan teknologi yang berbeda; 

4) .  m e m b u t u h k a n  waktu e v a l u a s i  t e k n i s  y a n g  l a m a ;  
d a n / a t a u  

5 ) .  m e m b u t u h k a n  penyctaraan t c k n i s .  

2 0 .  M c t o d e  E v a l u a s i  Pengadaan B a r a n g / J a s a .  

a.  M e t o d e  E v a l u a s i  Pengadaan 
K o n s t r u k s i / J a s a  L a i n n y a .  

B a r a n g / P e k e r j a a n  

1 ) .  Mctodc evaluasi penawaran dalam pemili han Peny edia 
B a r a n g / P e k e r j a a n  K o n s t r u k s i / J a s a  L a i n n y a  t e r d i r i  a t a s :  
a ) .  s i s t e m  g u g u r; 
b ) .  sistcm n i l a i ;  dan 
c ) .  sistem p e n i l a i a n  biaya selama umur ekonomis .  

2 ) .  Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Ba rang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pad a 
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. 

3 ) .  Evaluasi sistem n i l a i  digunakan u n t u k  Pengadaan 
Ba rang/  Pekerjaan K o n s t r u k s i / J a s a  Lainnya yang 
m e m p e r h i t u n g k a n  k e u n g g u lan teknis sepadan dengan 
harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi 
olch kualitas tcknis. 

4) .  Evaluasi sistem penilaian biaya sclama umur ckonomis 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan 
faktor -faktor umur ckonomis, harga, biaya operasional, 
biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu. 

5). Sistem ni la i  d i lakukan dengan ketcntuan scbagai 
berikut. 
a) .  besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh 

perscratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perseratus) dari total bobot keseluruhan; 

b ) .  unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif a tau 
yang dapat dikuantifikasikan; dan 
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c) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan 
dengan jclas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. 

6). Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja 
ULP/Pcjabat Pengadaan dilarang mengubah, 
menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata 
cara evaluasi sctclah batas akhir pemasukan Dokumen 
Penawaran. 

7) .  Metode pemasukan dokumen penawaran dua tahap 
dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, 
sistem nilai ,  atau sistem penilaian biaya sclama umur 
ckonomis. 

b. Metode Evaluasi Penawaran Dalam Pemgadaan Jasa 
Konsultansi 

Penyedia 
dengan 

I ) . Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan 
Jasa Konsultansi dapat dilakukan 

menggunakan: 
a). metode evaluasi berdasarkan kualitas; 
b). metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 
c). metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 
d) .  metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. 

2) .  Metode evaluasi berdasarkan kualitas, digunakan untuk 
pekerjaan yang: 
a). mengutamakan kualitas penawaran teknis scbagai 

faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat 
(outcome) sccara keseluruhan; dan/atau 

b) .  lingkup pekerjaan yang sul i t  ditetapkan dalam 
KAK. 

3) 

4). 

Metode cvaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, 
digunakan untuk pckerjaan yang 
a). lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan 

hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam 

KAK; dan/atau 
b). besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, 

jclas, dan tcpat. 
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran, 
digunakan untuk pekerjaan: 
a) .  sudah ada aturan yang mengatur (standar); 
b). dapat dirinci dengan tepat; atau 
c). anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. 

terendah 
huruf d, 

biaya, 
dengan 

kualitas dan 
biaya diatur 

Metode evaluasi berdasarkan biaya 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  
digunakan untuk pckcrjaan yang bersifat sederhana 
dan standar. 
Dalam evaluasi berdasarkan 
pembobotan nilai teknis dan 
ketentuan: 
a). bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; 

b). bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 

5). 

6) .  



7) .  Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi 
harus diikuti dengan klarifikasi dan ncgosiasi, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a) .  Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu 

biaya langsung non-personil yang dapat diganti 
(reimbursable cost) dan/atau biaya langsung 
personil yang dini la i  tidak wajar; 

b) .  aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi 
terutama: 
( l ) .  kesesuaian rencana kerja dengan jenis 

pengeluaran biaya; 
() .  volume kcgiatan dan jenis pengcluaran; dan 
(3) . biaya satuan dibandingkan dengan biaya 

yangberlaku di pasar/kewajaran biaya; 

c). klarifikasi dan ncgosiasi terhadap unit biaya 
langsung personil dilakukan berdasarkan daftar 
gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak 
Penghasilan tenaga ahli konsultan yang 
bersangkutan; 

d ) .  biaya satuan dari biaya langsung personil paling 
tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima 
tenagaahli tctap dan paling tinggi 2 ,5  (dua koma 
lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli 
tidak tetap; dan 

c) .  unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan 
satuan waktu yang telah ditctapkan. 

8). Dikecual ikan dari ketentuan angka 7) huruf c) dan d), 
untuk seleksi internasional, dengan ketentuan: 
a). negosiasi tcrhadap unit biaya langsung personil 

dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah 
diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, 
atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan 
tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) 
yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar 
audit ;  

b) .  besaran biaya langsung personil dapat mengacu 
kepada unit biaya personil yang berlaku di luar 
neger. 

O. TANDA BUKTI PERJANJIAN 

1 ) .  Tanda bukti perjanjian terdiri atas: 

a) .  bukti pembclian; 
b). kuitansi ;  
c ) .  Surat Perintah Kerja (SPK); dan 
d) .  surat perjanjian. 

2) Bukti pembelian scbagaimana dimaksud, 

Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya 
Rp 10 .000 .000 ,00 (scpuluh juta rup iah ) .  

digunakan untuk 
sampai dengan 



3) .  Kuitansi sebagaimana dimaksud, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 
(lima puluh jula rupiah) .  

4) .  SPK scbagaimana dimaksud, digunakan untuk engadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa 
Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

5) .  Surat Perjanjian scbagaimana dimaksud,  digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

P. PERJANJIAN/KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA 

I .  U m u m .  

a. Dokumen kontrak memuat sckurang -kurangnya sebagai 
berikut: 
1) Hari, tanggal dan bulan serta tahun kontrak 

ditandatangani. 
2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan clengan uraian yang 

jclas mengenai jenis clan jumlah barang/jasa yang 
diperjanjikan. 

3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam 
per]anan. 

4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat 
pembayaran. 

5) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan 
tcrinci . 

b. Penyusunan/pembuatan Dokumen kontrak beserta 
lampirannya dibuat atas biaya Penyedia Barang/Jasa. 

a. Untuk pelaksanaan perjanjian/kontrak pengadaan 
barang/jasa dimaksud agar berpedoman pada Perpres 
Nomor 70 Tahun 20 I 2 Len tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2 0 1 0  Len tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d .  Dalam rangka pengendalian kegiatan serta untuk 
monitoring/evaluasi pclaksanaan kegiatan yang dilelangkan 
maka I (satu) set Dokumen Perjanjian/Kontrak untuk tiap 
tiap Pengadaan Barang/Jasa supaya dikirimkan kepada 
Bupati Jcpara Cq. Bagian Pembangunan Setda Jepara, serta 
tcmbusan clisampaikan kepacla : 
I )  Kcpala Satuan Kerja Pengawasan Dacrah 
2) Kcpala Bappeda Kabupaten Jcpara 
3) Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara 
4) Kepala Bagian Pembangunan Setda Jcpara 

5) Kepala Kantor Arsip Dacrah Kabupaten Jepara 
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2.  Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

a. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa untuk ditandatangani. 
b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan setelah DIPA/DPA ditctapkan. 
c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia 

Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling 
lambat 1 4  (empat bclas) hari kerja terhitung sejak 
diterbitkannya $PPJ. 

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 
kompleks dan/a tau bernilai diatas Rp. 100 .000 .000.000,00 
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh 
pendapal ahli hukum Kontrak. 

c. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa atas nama Penycdia Barang/Jasa adalah 
Dircksi yang discbutkan namanyadalam Akta 
Pendirian/nggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang 
tclah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

f. Pihak lain yang bukan Dircksi atau yang namanya tidak 
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar 
scbagaimana dimaksud diatas, dapat menandatangani 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak terscbut 
adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus 
scbagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau 
pendelcgasian Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk 
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Perubahan Kontrak 

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi 
tcknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan 
perubahan pada Kontrak yang mcliputi: 

1 ) .  mcnambah atau mcngurangi volume pckerjaan yang 
tercantum dalam Kontrak; 

2) .  menambah dan/a tau mengurangi jenis pckerjaan 
3) .  mengubah spesifikasi teknis pckerjaan sesuai dengan 

kebutuhan lapangan; atau 
1).  mengubah jadwal pclaksanaan. 

b. Perubahan Kontrak scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  
berlaku untuk pckerjaan yang menggunakan Kontrak Harga 
Satuan atau bagian pckerjaan yang menggunakan harga 
satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga 
Satuan. 

c. Pekerjaan tambah scbagaimana dimaksud diatas huruf a 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
1 ) .  tidak melcbihi 10% (scpuluh perseratus) dari harga 

yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan 
2) .  tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. 



d.  Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan 
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan 
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan 
utama kcpada Penyedia Ba rang/Jasa spesialis. 

f. Pelanggaran atas ketentuan scbagaimana dimaksud huruf d,  
Penycdia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang 
bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan scbagaimana 
diatur dalam Dokumcn Kontrak . 

g. Perubahan Kontrak yang discbabkan masalah administrasi , 
dapat dilakukan scpanjang disepakati kcdua bclah pihak. 

4. Vang Muka Kcrja 

a.  Uang Muka dapat diberikan kepada Penycdia Barang/Jasa 
untuk :  
1  ) .  mobilisasi alat dan tcnaga kcrja; 
2 ) .  pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/ materia l ; dan/ a tau 
3) .  persiapan tcknis lain yang diperlukan bagi pclaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Uang Muka dapat diberikan kcpada Penycdia Barang/Jasa 
dengan ketentuan scbagai berikut: 
1 ) .  PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang 

diajukan olch Penyedia Barang/Jasa; 
2) .  untuk Usaha Kccil, uang muka dapat diberikan paling 

tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nila i Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa; 

3). untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi ,  
uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua 
puluh perscratus) dari nilai Kontrak Pengadaan 
Barang/ Jasa; 

4) .  untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat 
dibcrikan :  
a) .  20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun 

pcrtama; atau 
b). 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. 

c. Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk 
mclaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana 
Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan 
PPK. 

d. Nilai Jaminan Uang Muka sccara bertahap dapat dikurangi 
sccara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi 
pekerjaan. 

5. Pembayaran Prestasi Kerja. 

a .  Pembayaran prestasi pckerjaan dapat diberikan dalam 
bentuk: 
! ) .  pembayaran bulanan ;  
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2). pembayaran berdasarkan tahapan penyelcsaian 
pekcrjaan (termin); atau 

3) .  pembayaran sccara sckaligus sctelah penyclesaian 
pekcrjaan. 

b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian 
Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak. 

c. Permintaan pembayaran kcpada PPK untuk Kontrak yang 
menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti 
pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dcngan 
pcrkcmbangan (progress) pekerjaannya. 

d .  Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, 
dilakukan senilai pckcrjaan yang tclah terpasang, termasuk 
peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil 
pckerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. 

e. pPK menahan scbagian pembayaran prestasi pekerjaan 
scbagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan 
masa pemeliharaan. PPK melakukan klarifikasi terhadap 
pihak penjamin yang mengeluarkan surat jaminan 

pemeliharaan. 

6. Pelaksanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam 
Kadaan Tertentu 

Dalam kcadaan tertentu scbagaimana dimaksud dalam Perpres 
Nomor 70 Tahun 2 0 1 2  tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 
Nomor 54 Tahun 2010 ,  Penunjukan Langsung untuk pekerjaan 
penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut : 

a .  PPK menerbitkan SPMK setclah mendapat persetujuan dari 
PA/ KPA dan salinan pcrriyataan bencana alam dari 
pihak/ instansi yang berwenang scsuai kctcntuan peraturan 
perundang undangan; 

b. opname pckerjaan di lapangan dilakukan bersama antara 
PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan 
administrasi pengadaan dapat dilakukan sccara simultan; 

c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana 
penanggulangan bencana alam adalah 

I ) .  penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan 
dan disclcsaikan dalarn waktu yang paling singkat 
untuk kcamanan dan keselamatan masyarakat 
dan/atau untuk menghindari kerugian ncgara atau 
masyarakat yang lcbih bcsar; 

2 ) .  konstruksi darurat yang harus scgera di laksanakan dan 
disclesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk 
kcamanan dan kesclamatan masyarakat dan/atau 
mcnghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih 
besar; 

3 ) .  bagi kejadian bencana alam yang rnasuk dalam 
cakupan wilayah suatu Kontrak, pckerjaan penanganan 
darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change 



Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari ni lai awal Kontrak; 

4) .  penggunaan konstruksi permanen, jikapenyerahan 
pckcrjaan pcrmanen masih dalam kurun waktu tanggap 
darurat atau penanganan darural hanya dapat diatasi 
dengan konstruksi permanen untuk menghindari 
kerugian negara/masyarakat yang lebih besar. 

7 K c a d a a n  Kahar 

a. Kcadaan Kahar adalah suatu kcadaan yang terjadi diluar 
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan 
scbclumnya, schingga kewajiban yang ditentukan dalam 
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi .  

b. Yang dapat digolongkan scbagai Kcadaan Kahar dalam 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa mel iputi :  
1 ) .  bcncana alam; 
2 ) .  bencana non alam; 
3 ) .  bcncana sosial; 
4). pemogokan; 
5). kcbakaran; dan/atau 
6) .  gangguan industri lainnya scbagaimana dinyatakan 

mclalui kcputusan bersama Menteri Keuangan dan 
menteri tcknis tcrkait. 

c. Dalam hal terjadi Kcadaan Kahar, Penycdia Barang/Jasa 
memberitahukan tentang terjadinya Kcadaan Kahar kepada 
PPK sccara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari kalender scjak terjadinya Kcadaan Kahar, dengan 
menycrtakan salinan pernyataan Kcadaan Kahar yang 
dikeluarkan olch pihak/instansi yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d .  Tidak termasuk Kcadaan Kahar adalah hal-hal merugikan 
yang discbabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 

e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan 
olch terjadinya Kcadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. 

f. Sctclah terjadinya Kcadaan Kahar, para pihak dapat 
melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan 
Kontrak. 

8. Penyesuaian Harga. 

a. Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan scbagai 
bcrikut : 
I ) .  penycsuaian harga dibcrlakukan terhadap Kontrak 

Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan 
berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau 
perubahan Dokumen Pengadaan; 

2) .  tata cara perhitungan penyesuaian harga harus 
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; 

3). penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap 
Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta 
pckcrjaan dcngan Harga Satuan timpang. 
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b. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga 
adalah scbagai berikut: 
) .  penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun 

Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 1 2  (dua 
belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga 
bclas) scjak pclaksanaan pckcrjaan; 

2) .  penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh 
kegiatan/mata pcmbayaran, kccuali komponcn 
keuntungan dan Biaya Overhead scbagaimana 

tercantum dalam penawaran; 
3) .  penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan 

jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak 

awal/adendum Kontrak; 
4) .  penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan 

yang berasal dari luar negeri, menggunakan indcks 
penyesuaian harga dari negara asal barang terscbut; 

5 ) .  jenis pckerjaan baru dengan Harga Satuan baru scbagal 
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan k e - 1 3  (tiga belas) scjak 
adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan 

6) .  Kontrak yang terlambat pclaksanaannya discbabkan 

olch kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan 
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah 
antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pckerjaan. 

c. Penyesuaian Harga Satuan scbagaimana dimaksud huruf 
b . 2 ) ,  ditctapkan dengan rumus scbagai berikut: 

H n  -  Ho (a+b.n/Bo + c . C n / C o + d . D n / D o + . . . . )  

Hn Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan 
dilaksanakan; 

Ho Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga 
penawaran, 

a Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan 
overhead; 

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran 
komponen keuntungan dan overhead maka a = 0 , 1 5 .  
b, c , d  =  Koefisien komponen Kontrak scperti tenaga kerja, 

bahan, alat kerja, dan sebagainya; 

Penjumlahan a+b+c+d+ . .dan seterusnya adalah 1 ,00 .  

Bn,  Cn ,  Dn 

Bo, Co, Do 

Indcks harga komponen pada saat 
pckerjaan dilaksanakan; 
lndeks harga komponen pada bulan ke-12 

setclah penandatanganan Kontrak. 

c. Penetapan kocfisien Kontrak pekerjaan dilakukan olch 
menteri teknis yang terkait. 

d .  Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan 
BPS. 
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f. Dalam ha! indeks harga tidak dimuat dalarn penerbitan BPS, 
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi 
tcknis. 

g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan scbagai 
bcrikut: 
Pn (Hnl x VI)  + (Hn2 xV2) + (1Hn3 x V3) + . . . . . .  dan 

seterusnya; 
Pn Ni la i  Kontrak setclah dilakukan penyesuaian Harga 

Satuan Barang/Jasa; 
Hn Harga Satuan baru sctiap jcnis komponen 

pckerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga 
mcnggunakan rumusan penyesuaian Harga 

Satuan; 

V Volume sctiap jcn is komponen pekerjaan yang 
dilaksanakan. 

9. Pemutusan Kontrak 

a .  PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 

1 ) .  kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melcbihi 

batas bcrakhirnya kontrak; 
2) .  berdasarkan penelitian PPK, Penycdia Barang/Jasa 

tidak akan mampu menyclcsaikan kescluruhan 
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 
dengan 50 (l ima puluh) hari kalender scjak masa 
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk 
menyelesaikan pekerjaan; 

3).  setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan 
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak 
masa berakhirnya pelaksanaan pckerjaan, Penyedia 
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 

4) .  Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam 
mclaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

5). Penycdia Barang/Jasa tcrbukti mclakukan KKN, 
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang 
berwenang: d a n / a t a u  

b' 

6). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, d u g a a n  
KKN d a n / a t a u  pclanggararan persaingan schat dalam 
p e l a k s a n a a n  engadaan Barang/ Jasa dinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang. 

b. Dalam hal pcmutusan Kontrak dilakukan karcna kesalahan 
Penyedia Barang/Jasa: 
I ) .  Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
2) .  Sisa Uang Muka harus dilunasi olch Penyedia 

Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 
3) .  Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; 

dan 
4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar 

Hitam .  
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1 0 .  Penyelesaian Perselisihan 

a. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam 
Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih 
dahulu menyelesaikan perselisihan terscbut mclalui 
musyawarah untuk mufakat. 

b. Dalam hal penyelesaian perselisihan scbagaimana dimaksud 
diatas t idak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut 
dapat dilakukan melalui arbitrasc, alternatif penyclesaian 
sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

1 1 .  Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. 

a .  Scbclum di lakukan pcmcr iksaan atas hasil pckerjaan dalam 
mnasa pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan/ 
menyampaikan surat permohonan pemeriksaan pckerjaan 
kepada SKPD melalui PA/KPA/PPK. 

b .  Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan setelah 
mendapat undangan pemeriksaan dari pcjabal yang 
berwenang. 

c. Hasi l  pemeriksaan pckerjaan ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Pekerjaan. 

d .  Berita Acara yang telah ditandatangani scbagai salah satu 
syarat untuk proses pembayaran termyn/angsuran sesuai 
yang diatur d a l a m  D o k u m e n  Kontrak. 

1 2 .  Serah Terima Pekerjaan. 

a. Penyerahan Pertama. 

).  Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), 
Penyedia Barang/Jasa mcngajukan permintaan sccara 
tertulis kepada PA/KPA melalui ppK untuk pencairan 
dana dengan melampirkan berita acara pemeriksaan 
pekerjaan 1 0 0  %  (seratus perseratus). 

2) .  D isamping hal tersebut nomor 1 )  diatas Penyedia 
Barang/Jasa juga membuat dan menandatangani Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab atas pckerjaan yang telah 

di laksanakan sccara teknis dan h u k u m .  
3). PA/KPA/PPK menerima penycrahan pckerjaan dari 

Penyedia Barang/Jasa sctclah scluruh hasil pckerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. 

4) .  Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: 
a). Penycdia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan 
sclama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, 
sehingga kondisinya tetap scperti pada saat 
penyerahan pckerjaan; 



b). masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan 
permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan 
untuk pckcrjaan semi permancn sclama 3 (tiga) 
bu lan ;  dan 

e). Masa pemeliharaan dianggap selesai apabila telah 
ada pcnyerahan kedua. 

5) .  Penyedia Barang/dasa menyerahkan Jaminan 
Pemeliharaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam 
Peraturan ini. 

6) .  Setelah masa pemeliharaan scbagaimana dimaksud 
pada angka 4) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan 
Pemcliharaan. 

7) .  Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan 
sesuai kescpakatan para pihak dalam Kontrak. 

8). Sclama masa pemeliharaan PA/PPK/PPTK/Pengawas 
Lapangan mclakukan pcngawasan secara terus 
menerus atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah 
discrahkan pada tahap pertama (penyerahan pertama), 
apabila tcrjadi kerusakan harus scgera dikoordinasikan 
dengan pihak Penycdia Barang/Jasa untuk di lakukan 
perbaikan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. 

9).  Sclama masa pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa 
melakukan pcngawasan secara terus menerus atas 
hasil pelaksanaan pekerjaan yang Lelah diserahkan 
pada tahap pertama (penyerahan pertama), apabila 
terjadi kerusakan harus segera dikoordinasikan dengan 
pihak PA/ PPK/ PPTK /Pengawas Lapangan untuk 
dilakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Dokumen 
Kontrak. 

b. Penyerahan Kcdua (Final Hand Over/FHO).  
l  ) .  Setelah pekerjaan selesai masa pemcliharaan Penyedia 

Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis 
kepada PA/KPA melalui PPK untuk 
meminta/mengambil jaminan pemeliharaan dengan 
mclampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan kedua 
sesuai yang diatur dalam kontrak. 

2) .  Serah terima akhir (Final Hand Over) dilaksanakan 
antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna 
Barang/Jasa (PA/KPA/PPK) setclah dilakukan 
pemeriksaan/ pengecckan bersama antara kedua belah 
pihak (Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia 
Barang/Jasa) 

3) .  Penyedia Barang/Jasa membuat dan menandatangani 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pckerjaan yang 
telah dilaksanakan secara teknis dan hukum.  

4) .  Penycdia Barang/Jasa dan PA/KPA/PPK scara 
bersama -sama menandatangani Berita Acara Serah 
Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima 
akhir (Final Hand Over). 

5) .  Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani 
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 
scbagaimana dimaksud dimasukkan dalam Daftar 

Hitam olch Pengguna Anggaran dan melaporkan kepada 
instansi/ lembaga yang berwenang. 



B A B I V  

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

A. DASAR HUKUM 

I .  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
1 2 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437),  sebagaimana tclah bcberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 1 2  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4844) 

2 .  Peraturan emerintah Nomor 6 Tahun 2006 tcntang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609), scbagimana tclah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah. 

3. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7  Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Dacrah. 

4 .  Peraturan Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 1 1  Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jcpara Tahun 2006 Nomor 1 l ,  Tambahan Lembaran 
Dacrah Kabupaten Jcpara Nomor 4). 

B PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH 

l:3arang m i l ik  dacrah adalah scmua kekayaan daerah ba ik yang dibeli 
atau diperoleh atas bcban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
maupun yang berasal dari perolchan lain yang sah baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya 
ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat d in i la i ,  
dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hcwan dan tumbuh 
tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 
Barang yang berasal dari perolchan lain yang sah (sclain dari dibeli 
atau diperolch dari bcban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 
dapat berupa : 

l .  Barang yang dipero leh dari hibah atau sumbangan atau yang 
sejemsnya; 

2 .  Barang yang diperoleh scbagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak; 

3 .  Ba rang yang diperolch berdasarkan ketentuan Undang Undang; 
4. Barang yang diperolch berdasarkan putusan pengadilan yang 

tclah memperolch ketentuan hukum tctap. 



Barang milik daerah sebagaimana terscbut datas, terdiri dari : 

1 .  Barang yang d imi l ik i  olch pemerintah daerah yang 
penggunaanya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja 
Perangkat Dacrah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

2 .  Barang yang dimilki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha 
Mi l ik  Dacrah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang 
mil ik dacrah yang dipisahkan adalah barang daerah yang 
pengclolaanya berada pada perusahaan dacrah atau Badan 
usaha Mi l ik  Dacrah lainnya yang anggarannya dibcbankan pada 
anggaran Perusahaan Dacrah atau Badan Usaha Milik Daerah 
lainnya. 

C. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Pengelolaan barang mi l ik  dacrah dilaksanakan secara terpisah dari 
pengelolaan barang m i l i k  Negara. 

I .  Kcpala Dacrah scbagai pemegang kekuasaan pengclolaan barang 
milik daerah mempunyai wewenang : 

a). Menetapkan kcbijakan pengelolaan barang milik dacrah; 

b). Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 
pemindahtanganan tanah dan bangunan; 

c) .  Menetapkan kcbijakan, pengamanan barang mil ik daerah; 

d ) .  Mcngajukan usul pemindahtanganan barang milik dacrah 
yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah; 

usul pemindahtanganan, 
daerah sesua1 batas 

menyetujui atau menolak 
penghapusan barang milik 
kewenangannya; 

f) .  Menyetujui atau menolak usul pomanfaatan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

e) 

Bupati scbagai pemegang kckuasaan pengclolaan barang milik 
dacrah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan 
pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik 
dacrah. 

2 .  Sckretaris daerah sclaku pengclola, berwenang dan 

c). 

bertanggungjawab : 

a ) .  Menclit i  dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik 
dacrah; 

b). Mencliti dan menyetujui rencana kcbutuhan pemeliharaan/ 
perawatan barang milik daerah; 

c). Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan 
pemindahtanganan barang milik dacrah yang telah disetujui 
olch Bupati atau DPRD; 

d ) .  Me lakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi 
barang mil ik daerah; dan 

Melakukan pengawasan dan 
barang mi l ik  dacrah .  



f).  Menctapkan pejabat pengguna, kuasa pengguna, pengurus 
dan penyimpan barang milik daerah. 

3.  Kepala Dinas Pengelolaan Pendapat Kcuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jcpara scbagai Pembantu Pengelola Barang 
bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan 
barang milik dacrah yang ada pada satuan kerja perangkat 
dacrah. 

4 .  Kepala satuan kerja perangkat dacrah seclaku pengguna barang 
mil ik dacrah, berwenang dan bartanggungjawab : 

a). Mengajukan rencana kcbutuhan dan pemeliharaan barang 
milik dacrah bagi satuan kcrja pcrangkat dacrah yang 
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola; 

b) .  Mengajukan permohonan penetapan status untuk 
penggunaan dan/atau penguasaan barang mi l ik daerah 
yang diperoleh dari bcban A D  dan/atau perolehan 
lainnya yang sah kepada Bupati melalui  pengelola; 

c) .  Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah yang bcrada dalam pcnguasaannya; 

d ) .  Menggunakan barang m i l ik dacrah yang bcrada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyclenggaraan tugas 
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat dacrah yang 
dipimpinnya;  

c) .  Mengamankan dan memelihara barang milik dacrah yang 
bcrada dalam penguasaannya; 

f) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 
dan/atau bangunan yang Lidak memerlukan persetujuan 
DPRD; 

yang 

tanah 
untuk 

Menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan sclain 
dan/a tau  bangunan yang tidak dimanfaatkan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD 
dip imp innya kepada Bupati melalui pengelola ; 

h) .  Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang mi l ik  dacrah yang ada dalam penguasaannya; dan 

g) 

i ) .  Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 
Semestcran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan 
(LBT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) 
yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola 
barang. 

5. Kcpala unit  kcrja/UPTD sclaku kuasa pengguna barang milik 
dacrah, berwenang dan bertanggungjawab 

a) .  Mengajukan rencana kcbutuhan barang milik dacrah dan 
pemcliharaan barang mi l ik  dacrah bagi un i t  kcrja yang 
dipimpinnya kcpada Kcpala SKPD yang bersangkutan 
dengan tembusan pembantu pcngclola barang; 

b). Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
dacrah yang berada dalam penguasaannya; 

c). Menggunakan barang milik dacrah yang bcrada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyclenggaraan tugas 
pokok dan fungsi unit kcrja yang d ipimp innya ;  

i
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d.). Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

e). Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 

f). Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Scmesteran (LBPS) dan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 
(lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya 
kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan 
pembanru pengelola barang. 

6. Tugas Penyimpan Barang: 

a). Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik 
daerah; 

b). 

c). 

d) .  

Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang 
diterima; 

Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai 
dengan dokumen pengadaan; 

Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam 
buku/ kartu barang; 

c) .  Mengamankan barang milik daerah 
persediaan; dan 

Membuat laporan penerimaan, 
stock/ persediaan barang milik daerah 
/ Unit Kerja. 

yang ada dalam 

penyaluran dan 

kcpada Kepala SKPD 

7. Tugas Pengurus Barang: 

a). Mencatat seluruh barang milik dacrah yang bcrada di 
masing masing SKPD/Unit Kerja yang berasal dari APBD 
maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris 
Barang (K1B), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku 
Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) ,  sesuai 
kodefikasi dan pcnggolongan barang milik daerah; 

b). Melakukan pencatatan barang m i l ik  daerah yang 
d ipelihara/ dipcrbaiki kedalam kartu pemeliharaan; 

c) .  Menyiapkan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna 
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna Tahunan (LBPT) scrta Laporan Inventarisasi 5 
(lima) tahunan yang berada di SKPD/ Unit Kerja kepada 
pengelola; dan 

d ) .  Meny iapkan usulan penghapusan barang m i l i k  daerah yang 
rusak a t a u  tidak d i p e r g u n a ka n  l a g i .  

D . S I KL U S  PENGELOLAAN B A RA N G  M I L I K  DAERAH 

Siklus pengelolaan barang m i l ik daerah merupakan rangkaian 
kegiatan d a n / a t a u  tindakan yang m el i p u t i  

I .  Pcrcncanaan Kcbutuhan dan Pcnganggaran 

2. Pengadaan 

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran 



4. Penggunaan 

D. Penatausahaan 

6. Pemanfaatan 

7. Pengamanan dan Pemeliharaan 

8. Penilaian 

9. Penghapusan 

1 O .  Pemindahtanganan 

1 1 .  Pembinaan, Pengendalian dan Pcngawasan 

2. Pembayaan 

13. Tuntutan Gant rugi 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Siklus Pengelolaan Barang Mi l ik 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati .  



BAB V 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

A. U M U M  

Format Laporan (Format Kemajuan Fisik dan Sarang Laba-Laba). 

1 .  Sclambat lambatnya tanggal 1 0  (sepuluh) bulan berikutnya 
Pimpinan Program/Kegiatan melalui Penanggung Jawab 
Kegiatan diwajibkan mengirim laporan kemajuan fisik dan 
kcuangan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara dengan tembusan Kepala 
Bappcda Kabupaten Jepara, Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten 
,Jepara dan Kepala lnspektorat Kabupaten Jepara serta Staf Ahli 
Bupati Jepara. 

2 .  Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara sesuai dengan 
fungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2014. 

B. REVISI 

Pada dasarnya 
menunjukkan 
pelaksanaan. 

revisi scdapat mungkin dihindari karena hal terscbut 
adanya inkonsistensi antara perencanaan dan 

Apabila terpaksa dilakukan revisi atas jenis-jenis kegiatan yang telah 
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan nggaran Satuan Kerja 
Perangkat Dacrah dapat diusulkan kepada Bupati Jepara Cq. Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (DPPKD) dengan 
tembusan Bagian Pembangunan Setda Jcpara dan Kepala Inspcktorat 
Kabupaten Jepara. 

C SISA DANA PENGELOLAAN KEGIATAN 

Sisa Dana Kcgiatan (termasuk Sisa Tender) harus disetorkan ke Kas 
Dacrah scbelum tutup tahun anggaran. 

D .  PENGENDALIAN KEGIATAN 

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Jepara. 

1. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan 
sclanjutnya d iscbul  Pcngcndalian Opcras iona l  
diselenggarakan di Tingkat Kabupaten. 

sKPD yang 
Kegiatan SKPD 

2.  Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD yang dilaksanakan 
adalah :  
Pengendalian Operasional Kegiatan Tingkat Penanggungjawab 
Kegiatan, Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Dacrah dengan 
menyiapkan data kegiatan serta permasalahan yang perlu 
dipecahkan. 

KEPALA SKPD KEPALA BAG!AN 
PE «I U S U L  HUK'JM 
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cf. 

Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD bertujuan : a). Memantau pelaksanaan kegiatan 
b). ,;;:;,;;;;an masalah yang ditemui dalam pelaksanaan 

Peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. 

4. Dalam rangka peningkatan pengawasan melckat serta 
pencapaian efisiensi dan cfcktifitas pclaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah, Satuan Kerja Perangkat Dacrah 
masing-masing supaya mengadakan cvaluasi. 

5. Penyampaian laporan dalam Pengendalian Operasional Kegiatan 
SKPD 
a) .  Menyajikan data pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Bclanja Daerah Kabupaten Jepara yang ada di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah masing-masing. 

b). Untuk penyajian terscbut diatas harus disusun : 
I ) .  Laporan kemajuan kegiatan sampai dengan bulan 

laporan. 
2). Permasalahan yang ditemui untuk dijadikan bahan 

penyclesaian atau scbagai pedoman/pegangan bagi 
kegiatan lain yang menemui masalah -masalah yang 
sama. 

6. Bahan-bahan Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD 
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jcpara bertanggung 
jawab atas penyusunan dan kajian yang akan 
dibicarakan/dijadikan bahan dalam Rakor Pengendalian 
Operasional Kegiatan SKPD.  

7 .  Jika dipandang perlu hasi l  pembahasan dilanjutkan dengan 
peninjauan lapangan. 

E. PENGAWASAN KEGIATAN 

1 .  lnspektorat Kabupaten Jcpara bertanggung jawab terhadap 
pclaksanaan pengawasan fungsional atas Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Dacrah Kabupaten Jcpara Tahun 2 0 1 4 .  

2 .  Hasi l  pemeriksaan harus dit indaklanjuti sesuai rckomendasi 
dalam Laporan Hasil Pcmcriksaan (LI-IP). 

3. Atasan langsung bertanggung jawab atas pcngawasan melekat 
terhadap aparat bawahannya. 

4. Dalam rangka mengikutscrtakan pengawasan oleh masyarakat 
terhadap pelaksanaan kegiatan dibuatkan papan nama kegiatan, 
serta tembusan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Dacrah dikirim ke DPRD Kabupaten Jcpara. 

F. LAIN LAIN 

Bagi SKPD yang secara teknis mengelola kegiatan yang dibiayai dari 
Pu sat/ Propinsi supaya mclaporkan kcpada Bupati Jepara ten tang 
kegiatan terscbut dilampiri dengan DIPA/DPA (Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Dacrah dan Rencana Kerja 
Operasional (RKO) bescrta Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaannya. 

Pe; EAL BAGiA 
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PETUNJUK PENGISIAN BLANKO 

A. STANDAR PAPAN INFORMASI KEGIATAN APBD KABUPATEN JEPARA 
TAHUN 2014 

Lo o Jepara 175 

30 KEGIATAN APBD KABUPATEN JEPARA 
TAHUN 2014 } A 

NAMA KEGIATAN 
BIAYA 
LOKASI 
WAKTU PELAKSANAAN . . . . . . . • . . . . . .  HARL 

140 TANGGAL MULAI 
TANGGAL SELESAI 

1 1 0  JENIS PEKERJAAN/TARGET . . . . . . . . . . . . . . . "  
DINAS/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

PEGELOLA 

PENYEDIA BARANG/JASA CV/PT 
+ NAMA DIREKTURI/NO.HP 

NAMA PENGAWAS LAPANGAN 

NO. HP 

B 

1 .  Warna dasar putih 
2. Warna huruf hitam dan tinggi 5 cm 
3. Warna garis hitam dan tebal 0,5 cm 

175 Jenis Pekerjaan/Target") diisi misalnya : 
Untuk jalan; 

Pelebaran . . . . K m  
•  Pelapisan . . . . . K m  

Pemeliharaan : . . . . . . . . . . . . . . . . K m  
Bahan: 

eeeeeeeeee Tieng Kayu Kamfer 5 x 7 cm 
- Papan triplek tebal 6 mm. 

1 .  Wamna dasar putih 
2. Warna huruf hitam dengan 

ukuran 7 cm 

A 
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B. PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN TAHUN 2014 

Nama Jumla 
Realisasi Fisik dan 

Keuangan Fisik 
No Kegiatan/No h 

SPM (%) 
Target 

mor DPA Dana 
u 

% SPJ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jumlah 

Jepara, 2014 
Kepala Satuan Kerja 

NIP . 
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C. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 

UNTUK BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

[nama wakil sah badan usaha] 

[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] 

PT /CV /Firma/Koperasi 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha] 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1 .  saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Akte Notaris [sesuai akta 
pendirian/perubahannya/ surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan 
tanggal akta pendirian/perubahan/ surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka 
ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/ KSO]; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1 [bagi pegawai K/ LID/ I yang sedang 
cuti diluar tanggungan K/ L/ D/I ditulis sebagai berikut : "Saa merupakan 
pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/ L/ D/F]; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan 

dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam 
proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak 
masuk dalam Daftar Hitam; 

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

A. Data Administrasi 

Nama 
1 

· (PT /CV /Firma/Koperasi) 

2. Status 

Alamat Kantor Pusat 

3. 

No. Telepon 

_ -  [l o  



No. Fax 

E-Mail 

Alamat Kantor Cabang 

No. Telepon 
4. 

No. Fax 

E-Mail 

B. Izin Usaha 

1. No. Surat Izin Usaha 

2. Masa berlaku izin usaha 
3.  Instansi pemberi izin 

usaha 
C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 

1 .  No. Surat Izin 
---- 

2. Masa berlaku izin 
3. Instansi emberi izin 

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 

1. Akta Pendirian PT/CV /Firma/Koperasi 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

Tanggal 

Tanggal 
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D. Pengurus 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

No. Nama No.KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha 

E. Data Keuangan 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk 
CV/Firma) 

No. Nama No.KTP Persentase 

2. Pajak 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 
b.Bukti Laporan Pajak 

Tahun terakhir 
c. Bukti Laporan Bulanan 

(tiga bulan terakhir): 
1) PPh Pasal 21  
2) PPh Pasal 23 
3) PPh Pasal 25/Pasal29 
4) PPN 

d. Surat Keterangan Fiskal 
(sebagai pengganti huruf b 
danc 

No. Tanggal 

No. Tanggal 
No. Tanggal 
No. Tanggal 
No. Tanggal 

No. Tanggal 

$57a.ts»5yin.uiiii] «e j] p e r e s n  I'  0 s . . ., ,  



F. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha) 

Jabatan Pengalama 
Thn 

Tgl/bln/ Tingkat Profesi/ Sertifi 
No Nama dalam n Kerja 

thn lahir Penddkan 
pekerjaan (tahun) 

keahlian kat/ 
Ijazah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 

Jenis 
Kapasit Status 

Fasilitas/ 
Peralatan Juml 

as atau Merk Tahun Kond Lokasi Kepemilik 
No. 

I ah 
output dan pembua ISi Sekar an/Duku 

Perlengka 
pada tipe tan (%) ang ngan 

pan 
saat ini Sewa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub 
bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) 

Pemberi Tugas / 
Tanggal Selesai 

Pejabat Pembuat Kontrak 
Menurut 

Nama Sub Komitmen 

No. Paket Bidang Lokasi 
Pekerjaan Pekerjaan Alamat/ No I 

BA 
Nama Nilai Kontrak Serah 

Telepon Tanggal 
Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan 

Pemberi Tugas 
/ Pejabat 

Kontrak 
Progres 

Pembuat Terakhir 
Nama Sub Komitmen 

No Paket Bidang Loka 
Pekerja Pekerj si Alamat 

Kontra 
Presta 

an aan I 
N o /  k  

Nama Tangg Nilai (renca 
SJ 

Telepo 
al na) 

Kerja 
n 

% 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Surat dukungan keuangan dari Bank: 

Nomor 
Tanggal 
NamaBank 
Nilai 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya 
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang 
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi 
pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan 
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

[tempat], _ [tanggal] [bulan] 20_ [tahunj 

PT/CV /Firma/Koperasi 
_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan namaj 

[rekatkan meterai Rp 6.000, 

dan tanda tanganj 

(nama lenqkap wakil sah badan usaha) 
[jabatan pada badan usahaj 
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D. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA PENGADAAN 

BARANG 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

_____ [nama wakil sahjika badan usaha] 

[diisi sesuai jabatan dalam akte 
notaris] 

PT/CV /Firma/Koperasi 
[pilih tang sesuai dan 
cantumkan nama badan usaha] 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1 .  saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Surat [ sesuai akte pendirian/ perubahannya/ surat 
kasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte 
pendirian/perubahan/ surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah Surat 
Perjanjian Kemitraan/ KSO ] ; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1 [bagipegawai KILIDIIyang sedang 
cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut: "Saa merupakan 
pegawai K/ L/ D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/ D/I]; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan 
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam 
proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak 
masuk dalam Daftar Hitam; 

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

g t = ± ± - ±  
{  A ± 8  j j ~# . +a r t '  

l  dust r K u  [g Qo 



Data Administrasi 

l. 
Nama (PT/CV/Firma/ . 
Koperasi) 

. 

2. Status . [ 0 Cabang . 

Alamat Kantor Pusat . 
. 

No. Telepon . 

3. 
. 

No. Fax . 

E-Mail . 
. 

Alamat Kantor Cabang . 
. 

No. Telepon . 

4. 
. 

No. Fax 
E-Mail 

. 

. 

B. Izin Usa.ha 

1. No. Surat lzin Usaha 

2. Masa berlaku izin usaha 

3. Instansi pemberi izin 

I .'!. !..!?Sa be:;-.i.a,.-u !Z; 

3. Instansi pemberi izin 

___ Tanggal 

___ Tanggal 

D.Lardasan Hukum Pendirian Perusahaan 

' Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi 

a. Nomor Akte 

b. Tanggal 

c. Nama Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 

a. Nomor Akte 

b. Tanggal 

c. Nama Notaris 

4 

- 



E. Pengurus 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

I No. I Nama No. KTP 
Jabatan dalam Badan 

Usaha 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

I No. I Nama No. KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha 

F. Data Keuangan 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk 

CV/Firma) 

2. Pajak 

Nama No. KTP Persentase 

a. Nomor Pokok Wajib 
Pajak 

b. Bukti laporan Pajak 
Tahun terakhir No.tanggal 

C. Bukti Laporan 
bulanan (tiga bulan 
terakhir): No. tanggal 1) PPh Pasal 2 1 ;  No. tanggal 2) PPh Pasal 23; 
3) PPh Pasal 25/Pasal No. tanggal 

No. tanggal 29; 
4) PPN 

d. [Surat Keterangan 
Fiskal (sebagai No. tanggal 
pengganti huruf b dan 
C 
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G. Data Pengalaman Perusahaan 

Pemberi Tugas/ 
Pejabat Kontrak 

Tanggal Selesai 

Nama 
Bidang/ Pembuat Menurut 

No. Paket 
Sub Lokasi Komitmen 

Pekerjaan 
Bidang 

BA Pekerjaan Alamat/ No/ Nama Nilai Kontrak Serah 
Telepon Tanggal Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya 
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang 
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi 
pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan 
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

[tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] 

PT/CV /Firma/Koperasi 
[pilih tang sesuai dan cantumkan nama] 

[rekatkan meterai Rp 6.000, 
tanda tangan] 

(nama lenqkap wakil sah badan usaha) 
[jabatan dalam badan usaha] 



E. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI SADAN USAHA JASA 

LAINNYA 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

_____ [nama wakil sah jika badan usahaj 

____ _,diisi sesuaijabatan dalam akta notaris] 

PT/ CV/ Firma/ Koperasi _[pilih yang 
sesuai dan cantumkan nama badan usahaj 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1 .  saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Surat [sesuai akta pendirian/perubahannya/ surat 
kasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta 
pendirian/perubahan/ surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka Surat 
dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan/ KSO]; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1 [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang 
cuti diluar tanggungan Kl LI DI I ditulis sebagai berikut : Saa merupakan 
pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/ D/I"]; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan 
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam 
proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak 
masuk dalam Daftar Hitam; 

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 



A. Data Administrasi 

1. 
Nama (PT/CV /Firma/ 
Koperasi) 

2. Status D Pusat □ 
Cabang 

Alamat 

No. Telepon 
3.  

No. Fax 

E-Mail 

Alamat Kantor Pusat 

4. 
No. Telepon 
No. Fax 
E Mail 

B. Izin Usaha 

4. No. Surat Izin Usaha 

5. Masa berlaku izin usaha 

6. Instansi pemberi izin 
usaha 

Tanggal _ 

C. Izin Lainnya [apabila dipersaratkan] 

4. No. Surat Izin 
Tanggal _ 

5. Masa berlaku izin 

6. Instansi pemberi izin 

D.Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 

1. Akta Pendirian PT /CV /Firma/Koperasi 

a. Nomor Akta 

b. Tanggal 

c. Nama Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 

a. Nomor Akta 

b. Tanggal 

c. Nama Notaris 



E. Pengurus 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

No. Nama No.KTP 
Jabatan dalam Badan 

Usaha 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha/Kemitraan 

F. Data Keuangan 

3. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk 
CV/Firma) 

No. Nama 
No. 

Alamat Persentase 
KTP 

4. Pajak 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak 

f. Bukti laporan Pajak Tahun 
terakhir 

g.Bukti Laporan bulanan 
(tiga bulan terakhir): 
5) PPh Pasal 2 1 ;  
6) PPh Pasal 23; 
7) PPh Pasal 25/Pasal 29; 
8)PPN 

h. Surat Keterangan 
Fiskal (sebagai pengganti 
huru, b dan c 

No. tanggal 

No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 



G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha) 

Tingkat 
Jabatan Pengalaman 

Profesi Tahun 

N Tgl/bln/th dalam I Sertifikat 
Nama Pendidika Kerja 

0 n lahir pekerjaa (tahun) 
keahlia I n liazah n n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 

Kapas 

Jenis 
itas Me Lokas 

Bukti 

Fasilitas/ Per Jum 
atau rk 

Tahun Kond Kepemilikan 
No. output pembu isi 

I 

I 
alatan/ !ah pada 

dan atan (%) 
Sekar Dukungan 

Perlengkapan saat 
tipe ang Sewa 

ini 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub 
bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) 

Pemberi Tugas/ 
Pejabat Kontrak 

Tanggal Selesai 

Nama Sub Pembuat Menurut 

No. Paket Bidang Lokasi Komitmen 

Pekerjaan Pekerjaan BA 

Nama 
Alamat/ No/ Nilai Kontrak Serah 
Telepon Tanggal Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan 

Pemberi Tugas 
/ Pejabat 

Kontrak Progres Terakhir 
Nama Sub Pembuat 

No. Paket Bidang Lokasi Komitmen 

Pekerjaan Pekerjaan 
Alamat/ No I 

Kontrak Prestasi 

Nama Nilai (rencana) Kerja 
Telepon Tanggal 

% % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya 
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang 
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi 
pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan 
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

__ ___,tempatj, __Jtanggal} fbulanj 20 __ ftahunj 

PT/CV /Firma/Koperasi 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

[rekatkan meterai Rp 6.000, 
tanda tanganj 

(nama lenqkap wakil sah badan usaha) 
[jabatan dalam badan usahaj 



F. CONTOH PAKTA INTEGRITAS BADAN USAHA 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

No.Identitas 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

[nama wakil sah badan usaha] 

[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] 

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai 
dan cantumkan namaj 
Bekerjasama dengan PT/CV/ Firma/Koperasi 
[bagi Badan Usaha yang bermitra] 

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi 
sesuai dengan Kl LI DI I] dengan ini menyatakan bahwa: 

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila 
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan 
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, 
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman 
dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara 
pidana. 

tempat], [tanggal] [bulan] 20 (tahun] 

[Nama Penyediaj 

[tanda tanganj, 

[nama lengkap] 
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G. CONTOH BLANKO LAMPIRAN LAPORAN HASIL KEGIATAN TAHUN 
2014 

SKPD 
KODE 
REKENING 
KEGIATAN 
NAMA 
KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
(*) 
TOTAL 
ANGGAR 
AN 

Belanja Langsung/Tidak Langsung 

Belanja BELANJA BARANG/MODAL ( .. ) 
Pega wai 

URAIAN BELANJA 
8 

Belanja Lok Harga 

JEN!S Barang/ Tahu asi Pero Sum Nilai 

NO BELANJ Nama Uk Jml Total ber Total 
Jasa n Merk Pen lehan 

A 
Bara Pemb Type 

ura Bar Bara 
Harga Dana Aset 

Jml ng n 
ggu ang Barang 

NAMA BARANG / Honor / uatan naa ng / 

JENIS BARANG Harga n Unit 

Barang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  
1 2 =  

13 14 
(10x1 1) 

1 .  Belanja Honorarium PNS 
Pecawai 

- 

- Honorarium 
Panitia 
Pelaksana 
Kegiatan 

- . . . . . . .. ..  

2. Belanja 
barang/ - Belanja Bahan 
iasa Pakai Habis 

- Belanja Alat 
Tulhs Kantor : 

- HVS 

- Balnoint 

- 

· · · · · · · · · · · · ·  

-  Belanja Pakai 
Habis 
Komputer : 

- Toner 

- Flasdisk 

- . . . . . . . . .  

3. Belanja - Belanja Modal 
Modal Pengadaan 

Peralatan Kantor 
- Belanja modal 

pengadaan 
mesin ketik 

- .. . . . . . .  

JUMLAH 

Mengetahui 

Kepala SKPD 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP . 

Jepara, 

Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . .   

NIP. 



Keterangan : 

coret yang tidak perlu 

** Khusus kolom untuk belanja modal dan barang/jasa yang masuk sebagai 

kriteria aset tetap 

1 .  Kolom 1 diisi no urut 

2. Kolom 2 diisi jenis belanja, misal belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

dan belanja modal 

3. Kolom 3 diisi rincian belanja 

4. Kolom 4 diisi jumlah honor tiap masing-masing rekening belanja pegawai 

atau harga barang tiap masing-masing belanja barang/jasa 

5. Kolom 5 diisi nama barang untuk belanja modal (jika ada) 

6. Kolom 6 diisi tahun pembuatan untuk belanja modal 

7. Kolom 7 diisi merk / tipe barang 

8. Kolom 8 diisi ukuran barang (besaran, luas, panjang, volume) 

9. Kolom 9 diisi lokasi penggunaan barang 

10. Kolom 10 diisijumlah barang 

1 1 .  Kolom 1 1  diisi harga barang per unit 

12. Kolom 12 diisi total harga barang (kolom 10 x kolom 1 1 )  

13 .  Kolom 1 1  diisi sumber dana, misal APBD, DAK, INGUB, PUSAT, dll 

14 .  Kolom 12 diisi: 

jika ada belanja barang dan jasa yang memenuhi kapitalisasi aset tetap 

diisi sama dengan kolom 4 

- untuk belanja modal diisi sama dengan kolom 12 
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H. CONTOH JADWAL PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI 

No 
Uraian Hari Keria Keterangan 

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 

1  
Pengumuman Paling kurang 7 

lelang hari kerja 

Dimulai sejak 

tanggal 
Pendaftaran pengumuman s/d 1 

2 
dan 

hari kerja sebelum 
pengambilan 

dokumen batas akhir 
pemasukan 

penawaran 

Penjelasan 
Paling cepat 4 hari 

3 
(Aanwijzing) 

kerja sejak tanggal 

pengumuman 

Dimulai 1 hari kerja 

Pemasukan setelah penjelasan 
4 Dokumen s/d min 2 hari kerja 

penawaran setelah penjelasan 
pekerjaan 

Pembukaan 
5 Dokumen Tidak diatur 

penawaran 

6 Evaluasi 
Tidak diatur 

penawaran 

7 Evaluasi 
Tidak diatur 

kuatifikasi 

8 Pembuktian 
Tidak diatur kualifikasi 

Pembuatan 
9 BA Hasil Tidak diatur 

Pe1elangan 

10 Penetapan 
Tidak diatur 

pemenang 

maksimal 2 hari 

1 1  
Pengumuman 

setelah surat 
pemenang 

penetapan 

Masa 
5 hari kerja setetah 

12 
sanggah 

pengumuman 

pemenang 

6 hari kerja setelah 
pengumuman 

pemenang apabita 

Penunjukan tidak ada 
13 Penyedia sanggahan/setetah 

Barang/Jasa sanggahan dijawab 

dalam hal tidak 

ada sanggahan 
banding 

Penanda paling lambat 14 
14 tanganan hari kerja setelah 

kontrak SPPBJ 



I. CONTOH DERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN 

1.1. CONTOH SERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN O S/D 75 %. 

KOPSKPD 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor: 

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua 
empat belas, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut : 
Nama Kegiatan . 
Nama Penyedia Sarang/Jasa . 
Alamat . 
Nomor Kontrak . 
Tanggal Kontrak . 
Nomor SPMK . 
Tanggal SPMK . 
Nilai Kegiatan . 
Waktu Pelaksanaan : . 
Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan secara fisik dilapangan setelah kami 
lakukan pengamatan telah sesu dengan progress (k~majuan fisik) untuk 
pengajuan termynke . . . _ . .  dengan bobot . . . . . . . . %  ( . . . . . . .  prosen), terlampir: 
- Lporan Kemajuan Pekerj~an (Progres Report) 
- Foto Kegiatan 

Catatan Teknis .oleh Pengawas Lapangan/PPTK/PPK pada Waktu 
Pemeriksaan Pekerjaan 

Sehubungan hal tersebut : 
1. Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia Barang/Jasa supaya berpedoman 

kepada Dokumen Kontrak yang telah ditetapkan. 

2. Untuk pembayaran termyn (kemajuan/prestasi pekerjaan), Penyedia 
Barang/dasa supaya berk@ordinasi dengan Pengguha Anggaran/Pejabat 
Pembu~t Komitmei (PA/PPK) sebagaim~na ketentuan pembayaran yang 
telah diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

ribu 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

··bf~kt~r 

PENGAWAS LAPANGAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  

NIP . 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

· · · · b j r ~ i~ ~ ~ r "  

PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
(PPHP 

: 
3 . 

4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
5  .  

PPTK 

rs: 

SETUJU :  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

. . 

NIP . 

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 



I.2. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN 100 %. 

KOP SKPD 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor: 

Pada hari ini . . . . . .  tanggal bulan . . . . . . . . . .  tahun dua ribu em pat 
belas, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut : 
Nama Kegiatan : . 
Nama Penyedia Barang/Jasa . 
Alamat . 
Nomor Kontrak . 
Tanggal Kontrak , . 
Nomor SPMK . 
Tanggg! SPMK . 
:id '%Ir.ca» . o r 7  
Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan secara fisik dilapangan telah sesuai 
dengan progress (kemajuan fisik) untuk pengajuan termyh ke IV dengan bobot 
100% (s~rat~us prosen), terlampir: 
- Laporan Kemajuan Pekerjan (Progres Report) 
- Foto Kegiatan 
- Catatan Teknis oleh Pengawas Lapangan/PPTK/PPK pada Waktu 

Pemeriksaan Pekerjaan 

Sehubungan hal tersebut: 
1. Dalam masa pemeliharaan pekerjaan Penyedia Barang/Jasa supaya 

berpedoman kepada Dokumen Kontrak yang telah ditetapkan. 
2. Unfuk pencair~n Jaminan Pemeliharan, Penyedia Barang/Jasa supaya 

berkoor@dinasi dengan Pengguna Anggaran/P~jabat Pemb~at Komitmen 
(PA/PPK) sebagaim~na ketentuan yang 1elah diatur dalam Surat Perjanjian 
Kontrak. 

. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

· b i ~ k ~ r " "  

PENGAWAS LAPANGAN 
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PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 
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PAN!TA PENERIMA HAS!L PEKERJAAN 
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SETUJU : 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 
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MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 
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I.3. CONTOH CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSMN PEKERJMN 0 
s/d 75 %. 

KOPSKPD 

CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN Pada waktu dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada hari . . . . . .  tanggal . . . . . . . . .  bulan . . . . . . . . . . tahun dua ribu em pat belas, untuk paket 
��tii�'f<:�i�tan : . Nama Penyedia Barang/Jasa : . Alamat . Nomor Kontrak . Tanggal Kontrak . Nomor SPMK . Taggg! SPMK . 
ii.raz.a r o c o c o :  Diperoleh hasil sebagai berikut : 
1 .  Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai bobot . . . . . . . . . %  

[ . . . . . . . . . .  prosen) sebagajrana progress pekerjaan. 
2 . Rekomendasi atas pe1aksanaan pekerjaan (contoh rekomendasi teknis) : 

a. (contoh) Pelaksanaan pekerjaah dilapangan harus sesuai dengan 
ketentuan dalam Dokumen Kontrak (RAB, Gambar, dll. sesuai Dokumen 
Kontrak) 

b. (contoh) Pekerjaan supaya dipacu dengan menambah tenaga, lembur, 
dIl. 

c. (contoh) Material harus segera dikirim agar tidak terjadi keterlambatan, 
pentahapan pekerjaan menyesuaikan Dokumen Kontrak, dll. 

d. (contohj sp~si, ~kuran besi, galian, sambungan pipa, pemasangan 
genteng, k~sen, pasangan_ batu, pemadatan, _plestefan, cor/tulangan, 
rabat b~ton, cor beton, ll disesaikan dengan RAB/Gambar, dll. 

3 . Penyedia Barang/Jasa selaku pelaksana kegiatan supaya menindaklanjuti 
Rekomendasi sebagaimana tersbut diatas d~ngan penuh tanggung jawab. 

Demikian Catatan Teknis ini dibuat untuk ditind~klanjuti 
sebagaimana mestinya. 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

iR~KT~R" 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

biR~Kr~R" 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK) 

s 

PENGAWAS LAPANGAN 

T T ;  

PPTK 

7 7 7  

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR . . . . . (SKPD) 



l.4. CONTOH CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 
100 %. 

KOP SKPD 

CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 

Pada waktu dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada hari . . . . . .  
tanggal bulan . . . . . . . . . .  tahun dua ribu tiga belas, unt~k paket pekerjaan 

Nama Kegiatan . 
Nama Penyedia Barang/Jasa .. 
Alamat . 
Nomor Kontrak . 
Tanggal Kontrak . 
Nomor SPMK . 

#EE.. = =-- =-.17  
Diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai bobot 100 % 

(seratus prosen). 
2. Rekomendasi_atas pelaksanaan pekerjaan (contoh rekomendasi teknis): 

a. (contoh) Dalam masa pemeliharaan, apabila terjadi kerusakan dan atau 
ditemukan cacat mutu pekerjaan maka Peny~dia Barang/Jasa harus 
bertanggung jawab penuh atas ha! tersebut baik secara te1<.nis maupun 
hukum. 

b. (contoh) Dalam masa pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa harus 
senantiasa melakukan pengecekan / pemeliharaan/perawatan. 

C. dll. 
3. Penyedia Barang/Jasa selaku pelaksana kegiatan supaya menindaklanjuti 

Rekomendasi sebagajmana ters@but diatas d~ngan penuh tanggung jawab. 
Demikian Catatan Teknis ini dibuat untuk ditind~klanjuti 

sebagaimana mestinya. 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 
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PENYEDIA BARANG/JASA 
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I.5. CONTOH BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 
KOP SKPD 

BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 
Nomor: 

Menindaklanjuti surat dari Direktur PT / C V . . . . . . . . . . . . . .  Nomor 
: tanggal Bulan tahun dua ribu empat belas perihal 
permohonan Pemeriksaan Pekerjaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nama paket pekerjaan) 
untuk Pembayaran Termyn (prestasi pekerjaan) sebesar % ( . . . . . . . . .  prosen) 
dan setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada hari tanggal 
.. .. .. .. .. .. .  Bulan .. .. .. .. .  tahun dua ribu em pat belas serta berdasarkan Cata tan 
Teknis Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada hari tanggal . . . . . . . . . . . .  bulan 
.. .. .. .. ..  Tahun dua ribu empat belas, selanjutnya setelah dilakukan penelitian 
dan pengkajian secara teknis dan administrasi dengan ini dinyatakan sebagai 
berikut : 
1. Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai bobot . . . . . . . . . %  

(  prosen). 
2.  Sehubungan hal tersebut permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 

(termyn) sebesar . . . . . . . %  ( . . . . . . . .  prosen) dapat dibayarkan sebesar 
Rp ( rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen 
Kontrak yang telah ditetapkan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

Direktur 

Jepara, 2014 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

NIP . 

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

NIP . 



1.6.CONTOH BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN PEMELIHARAAN 
KOPSKPD 

BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN PEMELIHARAAN 
Nomor: 

Menindaklanjuti surat dari Direktur PT/CV . . . . . . . . . . . . . .  Nomor 
: tanggal Bulan tahun dua ribu empat belas perihal 
permohonan pembayaran jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan . . . . . . . (nama 
paket pekerjaan), dengan ini dinyatakan sebagai berikut : 
1 .  Pekerjaan telah selesai masa pemeliharaan dan secara fisik dan teknis 

kondisi pekerjaan dilapangan setelah dilakukan pemeriksan bersama 
antara Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa masih dalam 
keadaan baik. *) 

2 . Sehubungan hal tersebut permohonan pembayaran jaminan pemeliharaan 
dapat dibayarkan/dicairkan sebesar R p . . . . . . . . . . .  (  rupiah) sesuai 
dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang telah ditetapkan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

Direktur 

Jepara, . 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

NIP . 

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

NIP . 
Keterangan : 
*) : untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka pembayaran jaminan 

pemeliharaan hanya dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna 
Barang/Jasa. 



l.7.CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA 
KOPDINAS 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA 

NOMOR: .  

Pada hari ini , tanggal bulan . 
tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini :  

1. 

2.  

Jabatan 
Alamat 

Jabatan 
Alamat 

Nama 

: , selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA 

Nama 

: , selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan, bahwa pekerjaan yang 
dipercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan (nama 
kegiatan) dengan Nomor Kontrak : tanggal (tgl, bin, thn) 
telah selesai 100% dalam keadaan baik. 

Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan tersebut diatas untuk 
yang pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA 
menerima pekerjaan tersebut dengan baik. Masa pemeliharaan selama 180 
(Seratus delapan puluh ) hari terhitung sejak dilakukan penyerahan pertama 
bahwa selama masa pemeliharaan tersebut segala kerusakan yang terjadi pada 
pekerjaan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. *) 

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ini dibuat untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAK KEDUA 
PT/CV . 

. . . . . .  . . .  . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . 

Direktur 

PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

NIP . 

Mengetahui 
Kepala Dinas (SKPD) 

NIP . 

) Masa pemeliharaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak. 



1.8.CONTOH SERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA 
KOP DINAS 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA 

NOMOR: .  

Pada hari ini , tanggal bulan .. 
tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini :  

:  ,  selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA 

1. Nama 
Jabatan 
Alamat 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat : , selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bahwa pekerjaan yang dipercayakan 
kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan (nama kegiatan) dengan 
Nomor Kontrak : tanggal (tgl, bln, thn) telah selesai masa 
pemeliharaan dalam keadaan baik. *) 

Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan tersebut diatas untuk 
yang kedua kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menerima 
pekerjaan tersebut dengan baik. 

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ini dibuat untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAK KEDUA 
PT/CV . 

PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Direktur NIP . 

Mengetahui 
Kepala Dinas (SKPD) 

NIP . 
Keterangan : 
*) : untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka penyerahan kedua (untuk 

pembayaran jaminan pemeliharaan) hanya dilakukan oleh Penyedia 
Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. 



1.9. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI 100 % 
DALAM KONDISI BAIK DARI PENYEDIA BARANG/JASA 

KOPSKPD 

SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI 100 % 

NOMOR: .  

Nama 
Jabatan 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Direktur CV./PT .. 

Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan " (nama paket 
pekerjaan) dengan kontrak nomor , telah selesai 
dikerjakan 100 % dan telah sesuai dengan bestek. 
Apabila dikemudian hari dalam pekerjaan " (nama paket 
pekerjaan) dengan kontrak nomor : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. dan Berita Acara 
Pemeriksaan nomor : , diketahui tidak sesuai dengan ketentuan 
kontrak dan bestek, serta apabila terjadi permasalahan hukum maka saya 
bersedia untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran 
tanpa paksaan dari siapapun dan agar dapat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Jepara, 2014 
Yang menyatakan 

Direktur CV ./PT .  

Meterai 

Rp.6 000,00 
TTD 

(nama direktur) 



SKPD 

SKPKD 

PPKD 

BUD 

KUASA BUD 

PPK SKPD 

PPK 

POKJA 

SPK 

SP 

SPMK 

SPPBJ 

PPTK 

UNIT KERJA 

RPJMD 

RKPD 

TAPD 

KUA 

PPAS 

PPA 

RKA SKPD 

SILPA 

DPA SKPD 

DPA L SKPD 

DPPA SKPD 

SPD 

SPP 

SPPUP 

SPPGU 

SPPTU 

SPP LS 

SPM 

SPMUP 

SPPGU 

SPPTU 

SPMLS 

SP2D 

BLUD 

Satuan Kerja Perangkat Daerah l 

Satuan Kerja Pengclola Kcuangan Dacrah 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Bendahara Umum Dacrah 
- - - -  

Kuasa Bcndahara Umum Daerah 

Pcjabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Pejabat Pembuat Komitmen 
-t--� 

Kclompok Kerja 

Surat Perjanjian Kerja 

Surat Pesanan 

Surat Perintah Mulai  Kerja 

Surat Penunjukan Penycdia Barang/ Jasa 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 

atau bcberapa program 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Dacrah 

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah 

Tim Anggaran Pemerintah Dacrah 

Kebijakan Umum APBD 

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara 

Prioritas dan Plafond Anggaran 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan 

SKPD 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

SKPD 

Surat Penyediaan Dana 

Surat Permintaan Pembayaran 

Surat Permintaan Pembayaran 

Persediaan 

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 

Persediaan 

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan 

Uang Persediaan 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Surat Perintah Membayar 
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang 

Persediaan 

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang 
Perscdiaan 

--- 

Surat Perintah Membayar Langsung 

Surat Perintah Pencairan Dana 
---1--- -----------1 

Badan Layanan Umum Dacrah 

1 1  
8  
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Uang 



BAB VII 

P E N U T U P  

Dengan adanya Penyusunan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2 0 1 4  in i ,  Pengelola Kegiatan dapat segera melaksanakan kegiatan 
kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 
2 0 1 4  dengan tetap memperhatikan pcraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Ditctapkan di Jepara 
pada tanggal 

BUPATI JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 

PENEL!TIAN PRODUK HUKUM 

JAE4TAN PARAF 
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BAB VII 

P E N U T U P  

Dengan adanya Penyusunan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Tahun 2014 ini, Pengelola Kegiatan dapat segera melaksanakan kegiatan 

kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2014 dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tangga1 

BUPATI JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 


